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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa ,  te l ah  menja tuhkan  putusan  

dengan  per t imbangan- per t imbangan  hukum sebaga i  ber i ku t ,  da lam 

perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Nama :  Drs.  H.  ZAENAL ARIFIN  DJUNAI DI ,  

MBA  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Kewarganegaraan  :  

Indones ia   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peker j aan    :  Ketua  Dewan  Syura  Dewan  Pengurus  

Pusat  Par ta i   Kebangk i t an  Bangsa  (DPP 

PKB)   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alamat :  J l .  Kal iba ta  Timur  I  No.  12,  Jakar ta  

Sela tan   12740  ; - - - - -

2. Nama                :  Dr.  H.  LALU MISBAH  HIDAYAT,  

SE. ,  M.,  SI   ; - - - - - - - - - - - -

Kewarganegaraan  :  

Indones ia   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peker j aan  :  Ketua  Dewan  Tanf i dz  Dewan  Pengurus  

Pusat   Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  (DPP 

PKB)   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  1 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat                :  J l .  Kal iba ta  Timur  I  No.  12,  

Jakar t a  Sela tan   12740  ; - - - - -

3. Nama :  HERMAWI  TASLIM,  

SH  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Kewarganegaraan :  

Indones ia   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peker j aan : Ketua  Dewan Tanf i dz  Dewan Pengurus  Pusat  

Par ta i   Kebangk i t an  Bangsa  (DPP 

PKB)   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alamat                :  J l .  Kal iba ta  Timur  I  No.  12,  

Jakar t a  Sela tan   12740  ; - - - - -

Dalam hal  in i  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  21 

Maret  2011  member i  Kuasa  kepada  H. Ikhsan  Abdul l ah ,  SH. ,  MH.,  

Jamalud in ,  SH. ,  Pel i be r t u s  Jehan i ,  SH. ,  MH.,  Sutan to ,  SH. ,  

MH. ,  dan  Azis  Fachr i ,  SH.  Semuanya  Warga  Negara  Indones ia ,  

peker j aan  Advokat  pada Law Fi rm  H.  IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS 

yang  bera lamat  d i  Wisma  Bumipute ra  1912  Lanta i  15,  

Ja lan  Jendera l  Sudi rman  Kav.  75,  Jakar ta  Sela tan  ( 12910) .  

Selan ju tnya  disebu t                    sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -  PARA  PENGGUGAT ;

M E L A W A N

I .  MENTERI  HUKUM DAN HAK ASASI  MANUSIA  REPUBLIK 

INDONESIA.  Berkedudukan  di  J l .  H.R.  Rasuna  Said  

Kav 6- 7,  Kuningan ,  Jakar t a  Sela tan . Dalam  hal  

in i  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  20  

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apr i l  2011  member i  kuasa  kepada  Di rek tu r  Jendera l  

Admin is t r a s i  Hukum  Umum,  yang  kemudian  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Subs i t us i  te r t angga l  21  

Apr i l  2011  member i  kuasa  subs i t us i  kepada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Asyar ie  Syihabud in  R,  SH. ,  MH (D i rek t u r  Tata  

Negara  Di rek to ra t  Jendera l  Admin is t r a s i  Hukum 

Umum) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Jos i  Besar  Sugia r t o ,  SH. ,  MH.  (Kepa la  Sub 

Di rek to ra t  Hukum  Tata  Negara  Di rek to ra t  

Jendera l  Admin is t r a s i  Hukum Umum) ; -

c. Ar io  Pr io j a t i ,  SH. ,  MSi .  (Kepa la  Seks i  

Pendaf ta ran  Par ta i  Pol i t i k  Di rek to ra t  Tata  

Negara ,  Di rek to ra t  Jendera l  Admin is t r a s i  Hukum 

Umum)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Maf tuh ,  SH.  (Kepa la  Seks i  Anal i sa  dan  

Per t imbangan  Di rek to ra t  Tata  Negara ,  

Di rek to ra t  Jendera l  Admin is t r a s i  Hukum 

Umum)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. A.  Ahsin  Thohar i ,  SH. ,  MH.  (Sta f  Di rek to ra t  

Tata  Negara ,  Di rek to ra t  Jendera l  Admin is t r a s i  

Hukum Umum) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Lanang  Dwi  Kurn iawan,  SH. ,  MH.  (Sta f  

Di rek to ra t  Tata  Negara ,  Di rek to ra t  Jendera l  

Admin is t r a s i  Hukum Umum) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  3 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

g. Daru  Catur  Wi jayan to ,  SH.  (S ta f  Di rek to ra t  

Tata  Negara ,  Di rek to ra t  Jendera l  Admin is t r a s i  

Hukum Umum) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kesemuanya  Warga  Negara  Indones ia .  Pegawai  pada  

Kementer i an  Hukum dan  Hak  Asas i  Manusia  Republ i k  

Indones ia .  Selan ju t nya  disebu t  sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   TERGUGAT;  

I I . Drs.  H. A.  MUHAIMIN  ISKANDAR,  M.Si  se laku  Ketua  

Umum Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  

Bangsa  (DPP  PKB)  dan  H.  IMAM NAHRAWI se laku  

Sekre ta r i s  Jendera l  Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  (DPP PKB)  yang  berkedudukan  d i  

Ja lan  Raden  Saleh  No.9 ,  Jakar t a  Pusat  (10430) .  

Dalam  hal  in i  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

Nomor  :  8176/DPP- 03/V /  A.1 /V /2011  te r t angga l  25 

Mei  2011  member i  kuasa  kepada         HM.  Anwar  

Rachman,  SH,  MH.,  Dr .  H.  Eddy  Pranyoto ,  SH,  MPA.,  

Drs .  Ahmad Syar i f f u d i n ,  HS,  SH. ,  Mohamad Misbah,  

SH. ,  Agus  Sudja tmoko ,  SH. ,  Sugeng  Hermawan,  SH. ,  

Valen t i nus  Jandut ,  SH. ,  Boni fas i us  Gunung,  SH. ,  

Adi  Imansyah ,  SH. ,  Agust i nus  Soter ,  SH. ,  dan  

Estyo  Herbowo,  SH.  Kesemuanya  berkewarganegaraan  

Indones ia ,  se laku  Advokat /Konsu l t an  Hukum  pada  

Kanto r  Hukum ANWAR RACHMAN & REKAN,  bera lamat  di  

Ja lan  Cempaka Put ih  Tengah  XX A- 3,  Jakar t a  Pusat .  

Selan ju t nya  d isebu t                sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  PARA  TERGUGAT  I I  

4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI;

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te r sebu t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca sura t  gugatan  Para  Penggugat  te r t angga l  

24  Maret  2011  yang  te l ah  te rda f t a r  d i  Kepani te r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  24  Maret  

2011 di  bawah reg i s t e r  perkara  Nomor  :  71/G/  2011/PTUN- JKT ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta ,  Nomor  :  71/PEN- DIS/ 2011/PTUN- JKT,  te r t angga l  

21  Apr i l  2011,  ten tang  pemer iksaan  dengan  acara  

biasa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  Nomor  :  71/PEN/ 2011/PTUN- JKT tangga l  21  Apr i l  

2011,  ten tang  Penunjukan  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tata        Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  :  71/PEN-

HS/ 2011/PTUN- JKT tangga l  27 Apr i l  2011  ten tang  penetapan  har i  

dan tangga l  s idang  pemer iksaan  pers i apan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Sura t  Permohonan  In te r vens i  te r t angga l  

25  Mei  2011  yang  te lah  dida f t a r  d i  Kepani t e r aan  perkara  pada  

Halaman  5 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tangga l  26  Mei  2011 di  bawah  reg i s t e r  perkara  Nomor  :  

71/G/ 2011/PTUN- JKT/ INTV  yang  dia j ukan  oleh  Dewan  Pengurus  

Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  (DPP  PKB)  dalam  hal  in i  

d iwak i l i  o leh  Drs .  H. A.  Muhaimin  Iskandar ,  M.Si  se laku  Ketua  

Umum dan  H.  Imam Nahrawi  se laku  Sekre ta r i s  Jendera l  DPP PKB,  

yang  berkedudukan  d i  Ja lan  Raden  Saleh  No.9 ,  Jakar ta  Pusat  

(10430)   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  mendengar  tanggapan  Kuasa  Hukum Para  Penggugat  

dan      Kuasa  Hukum Tergugat  secara  l i s an  atas  permohonan  

in t e r vens i  te r sebu t  ; - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  berkas  perkara  dan  sura t - sura t  bukt i  

da lam  sengketa  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  mendengar  kete rangan  para  pihak  di  

pers i dangan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Pers iapan  dan  

Ber i t a  Acara  Pers idangan  dalam  perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  te lah  mengajukan  

gugatannya  te r t angga l  24  Maret  2011 yang  te l ah  te rda f t a r  d i  

Kepani te r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  

tangga l  24  Maret  2011 di  bawah  reg i s t e r  perkara  Nomor  :  

6

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

71/G/ 2011/PTUN- JKT. ,  dan  dipe rba i k i  da lam  pemer iksaan  

pers i apan  tangga l  11  Mei  2011,  yang  pada  pokoknya  

mengemukakan  alasan- alasan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Objek  Sengketa   :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak Asas i  Manusia  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  M.HH-16.AH.11 .01  Tahun  2010  te r t angga l  12 

November  2010  Tentang  Pengesahan  Susunan  Kepengurusan  Dewan 

Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  2008-

2014 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tentang  Tenggang  Waktu   :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Bahwa Obyek  Sengketa  dalam  perkara  in i ,  d i t e t apkan  oleh  

Menter i  Hukum dan Hak Asas i  Manusia  (MENKUMHAM),  pada tangga l  

12 November  2010 ; - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Para  Penggugat  mengetahu i  adanya  Objek  Sengketa  in i  

pada  tangga l  15  Maret  2011  sete lah  mendapatkan  copy  Objek  

Sengketa  dar i  Ibu  Hj .  L i l y  Wahid  se lepas  ber temu  bel i au  di  

ked iamannya .  Per temuan  te rsebu t  d i l a t a r be l a kang i  o leh  

pernya taan  Terguga t  pada  media  massa mengenai  Objek  Sengketa .  

Sete lah  pernya taan  Tergugat  pada  media  massa  te rsebu t  maka 
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te r j ad i  pembicaraan  anta ra  Para  Penggugat  dengan  Ibu  Hj .  L i l y  

Wahid  sampai  pada  penyerahan  copy  Objek  Sengketa  kepada  Para  

Penggugat   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Bahwa se jak  Para  Penggugat  mengetahu i  adanya  Objek  Sengketa  

te rsebu t  pada  tangga l  15  Maret  2011,  maka  Para  Penggugat  

kemudian  mengajukan  gugatan  kepada  Menter i  Hukum dan  HAM 

mela lu i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  24  

Maret  2011.  Dengan  demik ian  gugatan  in i  masih  da lam Tenggang  

90  (sembi l an  puluh)  har i  sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasa l  55  

Undang- Undang  Nomor   9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang  Nomor   5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  alasan- a lasan  yang  mendasar i  d ia j ukannya  gugatan  in i  

ada lah  : - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Bahwa  Para  Penggugat  ada lah  Ketua  Dewan Syuro  Dewan 

Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  dan  Ketua  Dewan 

Tanf i dz  Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  

(DPP  PKB)  has i l  Muktamar  I I  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  

tahun  2005  d i  Semarang  yang  sesua i  dengan  Kete tapan  

Muktamar  I I  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  (PKB)  di  Semarang  

No.X/Muktamar / I I / PKB/ IV /2005  ten tang  Ketua  Umum Dewan 

Syuro  Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  

Per iode  Tahun  2005- 2010  dan  Kete tapan  Muktamar  I I  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  No.XI /Muk tamar  I I /PKB/ IV /2005  ten tang  
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Ketua  Umum Dewan  Tanf i dz  Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  Tahun  2005- 2010  te r t angga l  18  

Apr i l  2005  yang  dikukuhkan  mela lu i  Sura t  Keputusan  Menter i  

Hukum dan  Hak  Asas i  Manus ia  Nomor:  M-02.UM.06 .08  Tahun  

2005 te r t angga l  8  Jun i  2005  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak 

Asas i  Manusia  No:  M-02.UM.06.08  d i  atas ,  maka  Para  

Penggugat  baru  berakh i r  masa  bakt i nya  pada  tahun  

2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  Para  Penggugat  t i dak  pernah  dibe rhen t i k an  sebaga i  

Persona l i a  Pengurus  DPP PKB,  oleh  karenanya  Para  Penggugat  

masih  te tap  sebaga i  Pengurus  DPP  PKB  yang  

sah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

4. Bahwa kemudian  Tergugat  menerb i t kan  Objek  Sengketa  ten tang  

Pengesahan  Susunan  Kepengurusan  Dewan  Pengurus  Pusat  

Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  2008- 2014  yang  di  

da lamnya  t i dak  mencantumkan  nama  Para  Penggugat  sebaga i  

Dewan Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  (DPP PKB),  

seh ingga  Para  Penggugat  ada lah  pihak  yang  t i dak  di t u j u  

oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  kepent i ngannya  

di rug i kan  atas  adanya  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  pada  tangga l  7  Apr i l  2008  Drs .  H.  A.  MUHAIMIN 

ISKANDAR,  M.Si .  d ibe rhen t i k an  dar i  kedudukannya  sebaga i  
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Ketua  Umum Dewan Tanf i dz  DPP PKB masa  kh idmad  2005- 2010  

mela lu i  SKP  DPP-PKB  No.  3075/DPP- 02/ IV /A . I / I V / 2008  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  kemudian  Drs .  H.  A.  MUHAIMIN  ISKANDAR,  M.Si .  dan  

kawan- kawan  (dkk )  menyelenggarakan  Muktamar  Luar  Biasa  

(se lan j u t n ya  dis i ngka t  MLB)  di  Ancol  sehubungan  dengan  

pemberhen t i an  kedudukannya  sebaga i  Ketua  Umum  Dewan 

Tanf i dz  DPP  PKB 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

7. Bahwa MLB Ancol  yang  di l akukan  oleh   Drs .  H.  A.  MUHAIMIN 

ISKANDAR,  M.Si .  dkk  dalam prosesnya  te rnya ta  sudah  sangat  

ber ten tangan  dengan  Anggaran  Dasar  (AD)  dan Anggaran  Rumah 

Tangga  (ART)  ser ta  tu juan  dise lenggarakannya  MLB 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8. Bahwa MLB Ancol  yang  dise lenggarakan  Drs .  H.  A.  MUHAIMIN 

ISKANDAR,  M.Si .  dkk  t i dak  sesua i  dengan  agenda  

dise lenggarakannya  MLB  te rsebu t .  MLB  pada  awalnya  

diagendakan  untuk  meni la i  sah  t i daknya  pemberhent i an  

di r i n ya  se laku  Ketua  Umum Dewan Tanf i dz  DPP PKB,  te tap i  

pada  kenyataannya  pada  MLB  Anco l  te rsebu t  te r j ad i  

“pemecatan  tanpa  alasan  yang  je l as ”  secara  permanen  

te rhadap  KH.  Abdur rahman  Wahid  se laku  Ketua  Umum Dewan 

Syuro  DPP PKB dan  se lu ruh  DPP PKB Hasi l  Muktamar  Semarang  

masa  Khidmad  2005- 2010,  kecua l i  te rhadap  Drs .  H.  A.  
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MUHAIMIN  ISKANDAR,  M.Si .  

dkk  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  se la i n  memberhent i kan  Para  Penggugat  yang  masa 

tugasnya  semest i nya  berakh i r  pada  tahun  2010,  Drs .  H.  A.  

MUHAIMIN ISKANDAR,  M.Si .  dkk   da lam MLB Ancol  juga  te l ah  

membentuk  susunan  baru  Kepengurusan  DPP PKB masa kh idmad  

2008-

2013   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

10. Bahwa  apab i l a  te rdapa t  perubahan  atau  penggant i an  

Pengurus  DPP PKB,  maka sesua i  keten tuan  Pasa l  23  ART PKB 

jo .  Pera tu ran  Par ta i  PKB  Nomor:  0534/DPP-

02/ I I I / A . I / I / 2 0 02 ,  maka  masa  tugas  Pengurus  yang  baru  

te rsebu t  semest i nya  mengiku t i  per i ode i sas i  masa  jaba tan  

yang  di t e t apkan  pada  Muktamar  PKB sebe lumnya,  yakn i  2005-

2010  sehingga  dengan  demik ian  ber ten tangan  dengan  pasa l  22  

ayat  (3 )  jo .  Pasa l  23 ayat  (2 )  jo .  Pasa l  40 ayat  (1 )  huru f  

“c ”  ART  PKB  jo .  Pera tu ran  Par ta i  No.  0534/DPP-

02/ I I I / A . I / I / 2 0 02  ten tang  TATA  CARA PENGISIAN  LOWONGAN 

JABATAN  ANTAR  WAKTU  PARTAI  KEBANGKITAN  BANGSA 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa  te rhadap  keabsahan  MLB  Anco l  yang  

dise lenggarakan  Drs .  H.  A.  MUHAIMIN  ISKANDAR,  M.Si .  dkk  

te lah  dia jukan  gugatan  d i  Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Pusat  

dan  saat  in i  sedang  dalam  proses  Penin jauan  Kembal i  yang  

te lah  te r reg i s t r a s i  Perkara  PK 

Halaman  11 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT
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No.08 /SRP.Pdt .PK/2011 /PN.JKT.PST  Jo.  

No.47 /Pd t .G /2010 /PN.JKT.PST atas  Putusan  Kasas i  Mahkamah 

Agung         No.  570  K/PDT.SUS/2010  jo .  

No.47 /Pd t .G /2010 /PN.JKT.PST yang  amar  putusannya  menolak  

gugatan  Para  Penggugat  se lu ruhnya .  Dengan  adanya  

permohonan  Penin jauan  Kembal i  te rsebu t  bera r t i  keabsahan  

MLB Anco l  dan konf l i k  in te rna l  PKB belum berkekua tan  hukum 

te tap   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Upaya  Penin jauan  Kembal i  d i l akukan  karena  te rdapa t  

bukt i  baru  yang  sangat  kuat  dan  menentukan  seh ingga  dapat  

menggugurkan  Putusan  Kasas i  Mahkamah  Agung  No.  570  

K/PDT.SUS/2010  jo .  Putusan  Pengadi l an  Neger i  Jakar t a  Pusat  

No.47 /Pd t .G /2010 /PN.JKT.PST  yang  hanya  menyandarkan  pada  

kete rangan  saks i  Saudara  Jaz i l u l  Fawaid  yang  menyatakan  

bahwa Dewan Syuro  had i r  pada  MLB Ancol  yang  d iwak i l i  o leh  

Pro f .  Cecep  Syar i f ud i n  yang  dinya takan  dalam  sura t  Pro f .  

Cecep  Syar i f ud i n  dan  te rnya ta  sura t  te rsebu t  t i dak  pernah  

dia j ukan  sebaga i  a la t  bukt i ,  karena  Sura t  Pernya taan  

te rsebu t  kemudian  di ta r i k  kembal i  o leh  Saudara  Jaz i l u l  

Fawaid   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa saat  te r j ad i  konf l i k  in t e rna l  da lam  tubuh  PKB 

dan  keabsahan  MLB Ancol  be lum  berkekua tan  hukum te tap ,  

Tergugat  menerb i t kan  SK Menter i  Hukum & HAM No.  M.  HH-

70.AH.11 .01  Tahun  2008  ten tang  Pengesahan  Susunan  

Kepengurusan  Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  

Bangsa  Per iode  2008- 2013  te r t angga l  05  September  2008  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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14. Bahwa  te rhadap  SK Menter i  Hukum & HAM No.  M.  HH-

70.AH.11 .01  Tahun  2008  ten tang  Pengesahan  Susunan  

Kepengurusan  Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  

Bangsa  Per iode  2008- 2013  te r t angga l  05  September  2008  

te lah  kami  ajukan  gugatan  ke  PTUN dan  te l ah  te r reg i s t e r  

No.  19/G/2011 /  PTUN-

JKT  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bahwa  pada  saat  Perkara  No.  19/G/2011 /PTUN- JKT 

ber ja l an ,  Tergugat  menerb i t kan  Objek  Sengketa  in i  seh ingga  

Para  Penggugat  mencabut  Gugatan  Perkara  No.  

19/G/2011 /PTUN- JKT  dan  mengajukan  gugatan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bahwa di  da lam kons ide ran  Objek  Sengketa  dalam poin t  

“Membaca”  menyatakan  “Sura t  Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  (PKB)  Nomor  6000/DPP- 03/V /A .2 /X /2010 ,  

tangga l  Oktober  2010,  per iha l  Perubahan  Kepengurusan  Dewan 

Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  2008-

2014” .  Poin t  te rsebu t  d i  atas  bi l a  d ika i t k an  dengan  

keten tuan  AD/ART DPP PKB Pasal  36  Jo.  Pasa l  22  ayat  (3 )  

Jo.  Pasal  23  ayat  (2 )  Jo.  Pasal  40  ayat  (1 )  huru f  c  maka 

sangat  ber ten tangan  karena  perubahan  masa  bakt i  

kepengurusan  Par ta i  Pol i t i k  (da lam  ha l  in i  PKB)  harus  

mela lu i  Permusyawara tan  Ter t i ngg i  Par ta i  ya i t u  Muktamar  

atau  Muktamar  Luar  Biasa .  Seja lan  juga  dengan  keten tuan  

Undang- Undang  No.  2  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang  No.  2  tahun  2008  Tentang  Par ta i  Pol i t i k  

Halaman  13 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT
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Pasa l  23,  Pasa l  24,  Pasa l  27  dan  Pasa l  28.  Perubahan  masa 

per iodesas i  kepengurusan  t i dak  dapat  hanya  d i l akukan  

dengan  SK Menter i  Hukum & HAM, akan  te tap i  harus  mela lu i  

mekanisme  organ isas i  sebaga imana  yang  dia tu r  o leh  ART 

yakn i  mela lu i  Pasal  22 ayat  (3 )  Jo.  Pasa l  23 ayat  (2 )  Jo.  

Pasa l  36  jo .  Pasal  40  ayat  (1 )  huru f  

“c ”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bahwa se la i n  menyelenggarakan  MLB di  Ancol  DRS.  H.  A.  

MUHAIMIN  ISKANDAR,  M.Si .  pasca  pemberhent i annya ,  DRS.  H.  

A.  MUHAIMIN  ISKANDAR,  M.Si .  mengajukan  gugatan  mela lu i  

Pengad i l an  Neger i  Jakar t a  Sela tan  Nomor  :  

504/PDT.G/2008 /PN.JKT.SEL  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

18. Bahwa  berdasar kan putusan  Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  

Sela tan  Nomor:  504/PDT.G/2008 /PN.JKT.SEL,  yang  kemudian  

dikua tkan  dengan  putusan  Mahkamah Agung RI  Nomor:  441/PDT.  

Sus/2008  tangga l  17  Ju l i  2008  jo .  Putusan  Mahkamah Agung  

RI  Nomor:  442/PDT.  Sus/2008  tangga l  17  Ju l i  2008  jo .  

Putusan  Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Sela tan  Nomor  :  

497/PDT.G/2008 /  PN.JKT.SEL  da lam  dik tum  amar  putusannya  

memer in tahkan  agar  Kepengurusan  DPP PKB kembal i  kepada  

has i l  Muktamar  I I  Semarang  ; - - - - - - - - - -

19. Bahwa  atas  dasar  Putusan  Mahkamah  Agung  te rsebu t  

Menter i  Hukum dan  Hak Asas i  Manusia  menerb i t kan  Keputusan  

Menter i  Hukum dan  HAM RI  Nomor:  M.HH-67.AH.11 .01  Tahun  

2008 te r t angga l  24 Ju l i  2008 yang  menunjuk  kembal i  pada SK 
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No  M-02.UM.06 .08  Tahun  2005  te r t angga l  8  Jun i  2005  yang  

pada  is i  keputusannya  menunjuk  nama- nama  Para  Penggugat  

sebaga i  Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  

(DPP PKB)   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Bahwa  Objek  Sengketa  ber ten tangan  dengan  Undang-

Undang  Nomor   2 Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang  Nomor   2  Tahun  2011  Tentang  Par ta i  

Pol i t i k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bahwa berdasarkan  Undang- Undang  Nomor 2  Tahun  2008 

Tentang  Par ta i  Pol i t i k  yang  te l ah  diubah  dengan  Undang-

Undang  Nomor   2  Tahun  2011,  Pasa l  24  mengatur  “Da lam  hal  

te r j ad i  perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  has i l  fo rum  te r t i n gg i  

pengambi l an  keputusan  Par ta i  Pol i t i k ,  pengesahan  perubahan  

kepengurusan  belum  dapat  d i l akukan  oleh  Menter i  sampai  

perse l i s i h an  te rse lesa i kan ”   ; - - - - - - - - -

22. Bahwa  pada  saat  konf l i k  in t e rna l  da lam  tubuh  PKB 

belum  se lesa i  karena  saat  in i  sedang  dalam  tahap  

Penin jauan  Kembal i  maka  je l as  t i ndakan  Tergugat  yang  

menerb i t kan  SK Menter i  Hukum & HAM No.  M.  HH-70.AH.11 .01  

Tahun  2008  dan  menerb i t k an  Objek  Sengketa  ada lah  

ber ten tangan  dengan  Pasa l  24 Undang- Undang Nomor   2  Tahun 

2009    jo .  Undang- Undang  Nomor   2   Tahun  tahun  2011 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. Bahwa  Putusan  Kasas i  Mahkamah  Agung  No.  570  

K/PDT.SUS/2010  baru  dibe r i t a hukan  kepada  para  Para  

Halaman  15 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT
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Penggugat  oleh  Mahkamah  Agung  pada  tangga l  30  November  

2010  dan  Putusan  Kasas i  te rsebu t  baru  dibe r i t a hukan  oleh  

Pengad i l an  Neger i  Jakar t a  Pusat  kepada  para  Para  Penggugat  

pada  tangga l  11 Maret  2011.  Sementara  Objek  Sengketa  te l ah  

di t e rb i t k an  pada  tangga l  12  November  2010.  Maka  sangat  

je l as  Objek  Sengketa  ber ten tangan  dengan  Undang- Undang 

Nomor   2    Tahun  2011  Pasa l  

24  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. Bahwa set i ap  Keputusan  Tata  Usaha Negara  harus  sesua i  

dengan  “Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  (AUPB)”  

sebaga imana  te l ah  di  atu r  o leh  Pasal  53  ayat  (2 )  huru f  b  

Undang- Undang Nomor   9  Tahun  2004  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. Bahwa  Terguga t  sebaga i  Penye lenggara  Negara  

sebaga imana  dimaksud  oleh  Undang- Undang  RI  No.  28  Tahun  

1999  harus  tunduk  dan  patuh  kepada  set i ap  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  juga  harus  menjun jung  

t i ngg i  dan  menerapkan  “Pr i ns i p - Pr ins i p /Asas - Asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  Baik ”  da lam  set i ap  Tindakan ,  Perbuatan  

dan  dalam  set i ap  Pengambi l an  Keputusan ,  te rmasuk  dalam 

menerb i t kan  Objek  Sengketa  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. Bahwa  t i ndakan  Tergugat  te l ah  je l as - je l as  

ber ten tangan  dengan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik ,  

ya i t u  asas  ber t i ndak  cermat .  Asas  in i  menghendak i  agar  
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Pemer in tah  atau  Admin is t r a s i  ber t i ndak  cermat  da lam 

melakukan  berbaga i  akt i v i t a s  penye lenggaraan  tugas- tugas  

Pemer in tah  seh ingga  t i dak  menimbulkan  kerug ian  bag i  warga  

negara .  Apabi l a  berka i t an  dengan  t i ndakan  Pemer in tah  untuk  

mengeluarkan  keputusan ,  Pemer in tah  harus  mempert imbangkan  

secara  cermat  dan  te l i t i  semua  fak to r  dan  keadaan  yang  

berka i t an  dengan  mater i  keputusan ,  mendengar  dan  

mempert imbangkan  alasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  pihak-

pihak  yang  berkepen t i ngan ,  juga  harus  memper t imbangkan  

ak iba t - ak iba t  hukum yang  muncul  dar i  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  

te rsebu t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. Bahwa  Terguga t  sebe lum  menerb i t kan  Objek  Sengketa  

seharusnya  ber t i ndak  cermat  dengan  mengetahu i  bahwa 

per t imbangan  hukum yang  digunakan  untuk  menerb i t kan  Objek  

Sengketa  ada lah  t i dak  berdasarkan  hukum  karena  Objek  

Sengketa  te rsebu t  hanya  didasarkan  pada  Sura t  DPP PKB 

Nomor  6000/DPP- 03/V /A .2 /X /2010 ,  tangga l  Oktober  2010,  

per iha l  Perubahan  Kepengurusan  Dewan Pengurus  Pusat  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  2008- 2014”  sebaga imana  

te rcan tum  dalam  kons ide ran  Objek  Sengketa  dimaksud  pada  

poin t  Membaca.  Faktanya  sengketa  Kepengurusann  DPP PKB 

has i l  MLB  Anco l  (saa t  d ike lua rkannya  Objek  Sengketa  

dimaksud)  sedang  dipe r i k sa  pada  t i ngka t  Kasas i ,  karena  

fak tanya  pember i t ahuan  putusan  te rsebu t  baru  kami  te r ima  

pada  tangg l  30  November  2010  dan  sa l i nan  putusan  secara  

Halaman  17 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT
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resmi  baru  dibe r i t a hukan  kepada  Para  Penggugat  (dahu lu  

Pemohon Kasas i )  pada  tangga l  11  Maret  2011  dan  pada  saat  

in i  masih  da lam  upaya  Penin jauan  Kembal i ,  o leh  karenanya  

belum  berkekua tan  hukum 

te tap   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. Objek  Sengketa  adalah  Sura t  Keputusan  yang  te rb i t  

kemudian  dar i pada  SK No:  M.HH.70.AH.11 .01  maka per lu  pu la  

menin jau  per t imbangan  dalam  menerb i t kan  SK  No:  

M.HH.70.AH.11 .01 .  Dalam  Per t imbangan  SK  No:  

M.HH.70.AH.11 .01 ,  Tergugat  mendasarkan  pada  Putusan  

Mahkamah  Agung  No.  506  K/PDT.Sus /2008  yang  menyatakan  

bahwa “Bahwa oleh  karena  te l ah  nyata  dan  te rang  bahwa MLB 

Anco l  te lah  dise lenggarakan  berdasarkan  alasan  dan  

prosedur  sebaga imana  dia tu r  da lam Pasa l  40  ayat  (1 )  huru f  

“a ”  dan  ayat  (2 )  Anggaran  Rumah Tangga  (ART)  PKB,  maka 

bera lasan  hukum untuk  dinya takan  sah  dan  bera lasan  hukum 

pula  apab i l a  dinya takan  se lu ruh  keputusan  has i l  MLB Anco l  

te rsebu t  sah  dan  mengika t  secara  hukum”.  Apa yang  menjad i  

dasar  per t imbangan  di te rb i t k annya  Objek  Sengketa  ada lah  

t i dak  berdasarkan  hukum  karena  saat  in i  lega l i t a s  

penye lenggaraan  MLB  Anco l  te rsebu t  masih  da lam  Upaya  

Penin jauan  Kembal i  dan  belum  berkekua tan  hukum  te tap  

sebaga imana  te lah  dia jukan  Penin jauan  Kembal i  atas  Putusan  

Pengad i l an  Jakar ta  Pusat  No.  47/Pdt .G /2010 /PN.JKT.PST  jo .  

570  K/Pdt .Sus /  

2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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29. Bahwa  ket i dakce rmatan  Tergugat  juga  te rce rm in  dalam 

t i ndakan  Tergugat  d imana  dalam Pasa l  24  Undang- Undang  No.  

2  Tahun  2011  ten tang  Par ta i  Pol i t i k  d isebu tkan  bahwa:  

“Da lam  hal  te r j ad i  perse l i s i h an  kepengurusan  Par ta i  

Pol i t i k  has i l  fo rum te r t i n gg i  pengambi lan  keputusan  Par ta i  

Pol i t i k ,  pengesahan  perubahan  kepengurusan  belum  dapat  

d i l akukan  oleh  Menter i  sampai  perse l i s i h an  te rse lesa i kan ” .  

Oleh  karena  perse l i s i h an  te rsebu t  be lum  te rse l esa i kan ,  

maka  Objek  Sengketa  in i  d i t e r b i t k an  dengan  t i dak  

berdasarkan  pada 

hukum  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. Bahwa berdasarkan  ura ian  d i  atas ,  dapat  d is impu lkan  

Objek  Sengketa  ber ten tangan  dengan  Undang- Undang  No.  2 

Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.  2 

Tahun  2008  Tentang  Par ta i  Pol i t i k ,  AD/ART  yang  ber laku  

sebaga i  Undang- Undang  bag i  PKB,  Putusan  Pengad i l an  dan  

Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  seh ingga  Gugatan  in i  

te l ah  sesua i  dengan  Pasal  53  ayat  (2 )   huru f  a  dan  b  

Undang- Undang  Nomor   5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha 

Negara   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Berdasarkan  alasan- alasan  yang  te l ah  dikemukakan,  Para  

Penggugat  mohon kepada  Yang Mul ia  Bapak  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  Cq.  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perkara  in i  untuk  memutuskan  :  - - - - - -

Halaman  19 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT
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1.  Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  SK  Nomor  :  M.HH-

16.AH.11 .01  Tahun  2010  te r t angga l  12 November  2010  ten tang  

Pengesahan  Susunan   Kepengurusan  Dewan  Pengurus  Pusat  

Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  2008- 2014   ; - - - - - - - -

3. Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  SK  Nomor:  M.HH-

16.AH.11 .01  Tahun  2010  te r t angga l  12 November  2010  ten tang  

Pengesahan  Susunan   Kepengurusan  Dewan  Pengurus  Pusat  

Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  2008- 2014  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  

perkara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pada  har i  s idang  yang  te l ah  

di t en tukan ,  ba ik  Pihak  Penggugat   maupun   Pihak  Terguga t ,  

te lah  datang  menghadap  dipers i dangan  Kuasa  Hukumnya  masing-

masing  sebaga imana  te rsebu t  d i  atas  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Para  Penggugat  te rsebu t  

p ihak  Terguga t  te lah  mengajukan  Jawaban  te r t u l i s n ya  tanpa  

tangga l  da lam  pers idangan  tangga l  25  Mei  2011,  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I .  Dalam  Ekseps i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Penggugat  t i dak  mempunyai   Leg i t ima   Persona   Stand i   in  

Jud ic i o   :  - - - - - - - - - - - - -

1.  Penggugat  da lam gugatannya  menyatakan  d i r i  sebaga i  

Ketua  Dewan  Syuro  Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Padaha l ,  berdasarkan  Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak 

Asas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  No:  M.HH-16.AH.11 .01  

Tahun  2010  tangga l  12  November  2011,  nama  Penggugat  

t i dak  ada  dalam ja j a r an  kepengurusan  Ketua  Dewan Syuro  

Dewan Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  ;

3. Dengan  demik ian ,  Penggugat  t i dak  mempunya i  kedudukan  

atau  kua l i t a s  hukum  sebaga i  Penggugat  ( Leg i t ima  

Persona   Stand i   in   Jud ic i o )  untuk  menggugat  Menter i  

Hukum dan  HAM,  karena  bukan  Ketua  Dewan  Syuro  Dewan 

Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Sehubungan  dengan  ha l - ha l  te rsebu t ,  gugatan  Penggugat  

bata l  demi  hukum  dan  t i dak  dapat  

d ia jukan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

5. Selan ju t nya  Tergugat  memohon kepada  Maje l i s  Hakim  agar  

t i dak  mener ima  gugatan  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

I I . Dalam  Pokok  Perkara  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  21 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - -

1. Penggugat  da lam  gugatannya  menyatakan  bahwa  Keputusan  

Menter i  Hukum dan  Hak Asas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  

No:  M.HH-16.AH.11 .01  Tahun  2010  tangga l  12  November  

2011  ber ten tangan  dengan  undang- undang  dan  ber ten tangan  

dengan undang- undang parpo l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Padaha l ,  Pasal  32  Undang- Undang  Nomor   2   Tahun 2008 

ten tang  Par ta i  Pol i t i k  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  d ise lesa i kan  dengan  

cara  musyawarah  

mufaka t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Dalam  hal  musyawarah  mufakat  sebaga imana  

dimaksud  pada  ayat  (1 )  t i dak  te rcapa i ,  penye lesa ian  

perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  d i tempuh  mela lu i  

pengad i l an  atau  d i  lua r  

pengad i l an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

(3 ) Penye lesa ian  perse l i s i h an  di  lua r  pengad i l an  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (2 )  dapat  d i l akukan  

mela lu i  rekons i l i a s i ,  medias i ,  atau  arb i t r a se  Par ta i  

Pol i t i k  yang  mekanismenya  dia tu r  da lam AD dan ART ;

3. Pasal  33  Undang- Undang  Nomor   2   Tahun 2008  ten tang  

Par ta i  Pol i t i k  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - -

(1 ) Perkara  Par ta i  Pol i t i k  berkenaan  dengan  

keten tuan  undang- undang  in i  d ia j ukan  mela lu i  

Pengad i l an  

Neger i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

(2 ) Putusan  Pengadi l an  Neger i  adalah  putusan  

t i ngka t  per tama  dan  te rakh i r ,  dan  hanya  dapat  

d ia j ukan  kasas i  kepada  Mahkamah Agung ;

(3 ) Perkara  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  

d ise lesa i kan  oleh  Pengad i l an  Neger i  pa l i ng  lama  60  

(enam puluh)  har i  se jak  gugatan  perkara  te rda f t a r  d i  

Kepani te r aan  Pengad i l an  Neger i  dan  oleh  Mahkamah 

Agung  pal i ng  lama  30  ( t i g a  pu luh)  har i  se jak  memor i  

kasas i  te rda f t a r  d i  Kepani t e r aan  Mahkamah 

Agung ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak Asas i  Manus ia  Republ i k  

Indones ia    No:  M.HH-16.AH.11 .01  Tahun  2010,   tangga l  

12  November  2011   d i te t apkan  jus t r u  untuk  melaksanakan  

Pasal  32  dan  Pasa l  33  Undang- Undang  Nomor  2 Tahun  2008  

ten tang  Par ta i  Pol i t i k   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Penggugat  da lam  gugatannya  menyatakan  bahwa  Keputusan  

Menter i  Hukum dan  Hak Asas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  

No:  M.HH-16.AH.11 .01  Tahun  2010  tangga l  12  November  

2011   ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  

yang  baik ,  karena  menimbulkan  ket i dakpas t i an  

hukum  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  23 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Menuru t  Prof .  Dr .  Sudikno  Mertokusumo,  SH. ,  da lam buku  

Hukum Acara  Perdata  Indones ia  (Yogyakar t a  :  L ibe r t y ,  

1993,  ha l .  191  –  193) ,  jen i s - jen i s  putusan  dalam 

perkara  perda ta  

ada lah  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Putusan  condemnato i r ,  ya i t u  putusan  yang  bers i f a t  

menghukum  pihak  yang  d ika lahkan  untuk  memenuhi  

pres tas i .  Di  da lam putusan  condemnato i r   d iaku i  hak  

Penggugat  atas  pres tas i  yang  di tun tu t nya .  Hukuman 

semacam i t u  hanya  te r j ad i  berhubung  dengan  per i ka t an  

yang  bersumber  pada  perse tu j uan  atau  undang- undang,  

yang  pres tas i nya  dapat  te rd i r i  dar i  member i ,  berbuat  

dan  t i dak  berbua t .  Pada umumnya putusan  condemnato i r  

i t u  ber i s i  hukuman  untuk  membayar  se jumlah  uang.  

Karena  dengan  putusan  condemnato i r   i t u  Terguga t  

d iwa j i bkan  untuk  memenuhi  pres tas i ,  maka  hak  

dar ipada  Penggugat  yang  te l ah  di te t apkan  i t u  dapat  

d i l aksanakan  dengan  paksa   (execu t i on  fo rcee ) .  Jad i  

putusan  condemnato i r  kecua l i  mempunyai  kekuatan  

mengika t  juga  member i  a las  hak  ekseku to r i a l  kepada  

Penggugat  yang  berar t i  member i  hak  kepada  Penggugat  

untuk  menja lankan  putusan  secara  paksa  mela lu i  

pengad i l an   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

b. Putusan   cons t i t u t i f ,   ya i t u  putusan  yang  meniadakan  

atau  mencip takan  suatu  keadaan  hukum,  misa lnya  

24
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misa lnya  pemutusan  perkawinan ,  pengangkatan  wal i ,  

pember ian  pengampuan,  pernya taan  pa i l i t ,  pemutusan  

per jan j i a n  (Pasa l  1266  dan  1267  KUH Perdata )  dan  

sebaga inya .  Putusan  const i t u t i f   in i  pada  umumnya 

t i dak  dapat  d i l aksanakan  da lam  ar t i  kata  seper t i  

te rsebu t  d i  atas ,  karena  t i dak  menetapkan  hak  atas  

suatu  pres tas i  te r t en t u ,  maka  ak iba t  hukumnya  atau  

pelaksanaannya  t i dak  te rgan tung  pada  bantuan  

dar ipada  pihak  lawan  yang  dika lahkan .  Perubahan  

keadaan  atau  hubungan  hukum i t u  seka l i gus  te r j ad i  

pada  saat  putusan  i t u  diucapkan  tanpa  memer lukan  

upaya  paksa.   Pengampuan  dan  kepa i l i t a n  misa lnya  

te r j ad i  pada  saat  putusan  yang  

di j a t uhkan   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Putusan   dec la ra t o i r ,  ya i t u  putusan  yang  is i n ya  

bers i f a t  menerangkan  atau  menyatakan  apa  yang  sah,  

misa lnya  bahwa  anak  yang  menjad i  sengke ta  ada lah  

anak  yang  di l ah i r k an  dar i  perkawinan  yang  sah.  Juga  

t i ap  putusan  yang  menolak  gugatan  merupakan  putusan  

dec la ra to i r .    Di  s in i  d inya takan  sebaga i  hukum,  

bahwa  keadaan  hukum  te r t en t u  yang  d i t un tu t  o leh  

Penggugat  atau  Pemohon  ada  atau  t i dak  ada,  tanpa  

mengaku i  adanya  hak  atas  suatu  pres tas i .  Putusan  

dec la ra to i r  murn i  t i dak  mempunya i  atau  memer lukan  

upaya  paksa  karena  sudah  mempunyai  ak iba t  hukum 

tanpa  bantuan  dar i  p ihak  lawan  yang  dika lahkan  untuk  
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melaksanakannya ,  seh ingga  hanya lah  mempunyai  

kekuatan  mengika t  

sa ja   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

7. Selan ju t nya  Pro f .  Dr .  Sudikno  Mertokusumo,  SH. ,  

menyatakan  bahwa hanya  putusan  condemnato i r   yang  dapat  

d i l aksanakan  secara  paksa  ; - - - - - -

8. Karena  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  :  441/Pd t .Sus /2008  

menolak  permohonan  kasas i  dar i  para  Pemohon  kasas i ,  

maka  yang  menjad i  acuan  ada lah  putusan  Pengad i l an  

Neger i  Jakar t a  Sela tan  Nomor  :  

504/Pdt .G /2008 /PN.JKT.SEL   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Putusan  te rsebu t  bukan lah  merupakan  putusan  yang  

bers i f a t  condemnato i r ,   ya i t u  putusan  yang  bers i f a t  

menghukum  pihak  yang  d ika lahkan  untuk  memenuhi  

pres tas i ,  karena  pada  umumnya putusan  condemnato i r   i t u  

ber i s i  hukuman untuk  membayar  se jumlah  uang.  Sedangkan  

putusan  te rsebu t  amarnya  ada lah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Menyatakan  Para  Terguga t  te l ah  melakukan  perbua tan  

melawan  hukum te rhadap  Penggugat  sepan jang  ten tang  

pemberhent i an  Penggugat  se laku  Ketua  Umum Dewan 

Tanf i dz  DPP  PKB  masa  kh idmad  2005  – 

2010   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Menyatakan  pemberhent i an  Drs .  Muhaimin  Iskandar ,  

26
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M.Si . ,  dar i  jaba tannya  sebaga i  Ketua  Umum Dewan 

Tanf i dz  DPP  PKB  berdasarkan  SKP  DPP  PKB  Nomor  

3075/DPP- 02/ IV /A .1 / I V / 2008  tangga l  7  Apr i l  2008  

ada lah  ber ten tangan  dengan  Anggaran  Dasar  dan  

Anggaran  Rumah  Tangga  ser ta  Pera tu ran  Par ta i  

PKB ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Menghukum Para  Tergugat  untuk  memul ihkan  harka t  dan  

martaba t  ser ta  kedudukan  Penggugat  sebaga i  Ketua  

Umum Dewan Tanf i dz  DPP PKB masa kh idmad  2008  – 2014  

sesua i  dengan  Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak 

Asas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  No:  M.HH-

16.AH.11 .01  Tahun  2010,  tangga l  12  November  

2011  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I I . Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  

maka  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Penerb i t an  Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak  Asas i  

Manusia  Republ i k  Indones ia  No:  M.HH-16.AH.11 .01  Tahun  

2010,   tangga l  12  November  2011  ada lah  

sah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Penerb i t an  Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak  Asas i  

Manusia  Republ i k  Indones ia  No:  M.HH-16.AH.11 .01  Tahun  

2010,  tangga l  12  November  2011  te l ah  memenuhi  sega la  

persya ra tan  sesua i  dengan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  

2008  ten tang  Par ta i  

Pol i t i k   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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IV . Dengan  demik ian ,  maka  gugatan  Para  Penggugat  yang  

memohon  penangguhan  pe laksanaan  Keputusan  Menter i  Hukum 

dan  Hak  Asas i  Manus ia  Republ i k  Indones ia  No:  M.HH-

16.AH.11 .01  Tahun  2010,  tangga l  12  November  2011  dengan  

send i r i n ya  bata l  demi  

hukum  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V. Berdasarkan  alasan- alasan  di  atas ,  Tergugat  mohon  kepada  

Maje l i s  Hakim  perkara  No.  71/G/2011 /PTUN- JKT  untuk  

memutuskan  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Menyatakan  bahwa  gugatan  Para  Penggugat  bata l  demi  

hukum ; - - - - - - - - - - - - - -

2. Menolak  gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menolak  permohonan  penundaan  yang  dimin ta  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menyatakan  sah  Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak 

Asas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  No:  M.HH-16.AH.11 .01  

Tahun  2010,  tangga l  12  November  

2011  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menghukum  Para  Penggugat  untuk  membayar  biaya  

perkara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  Jawaban  Tergugat  te r sebu t ,  Para  

Penggugat  te l ah  mengajukan  Repl i k  te r t u l i s n ya  te r tangga l  8 

Jun i  2011,  da lam  pers idangan  tangga l  8  Jun i  2011 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa atas  Repl i k  Para  Penggugat  te rsebu t ,  

p ihak  Terguga t  t i dak  mengajukan  Dupl i knya  meskipun  te lah  

dibe r i  kesempatan  yang  cukup  untuk  

i t u  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  te lah  mener ima  sura t  

permohonan  in t e r vens i   te r t angga l  25  Mei  2011,  yang  dia j ukan  

dan  dida f t a r kan  mela lu i  Kepani te raan  Perkara  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara  Jakar t a  pada  tangga l          26  Mei  2011   dar i  

Drs .  HA.  Muhaimin  Iskandar ,  M.Si . ,  se laku  Ketua  Umum Dewan 

Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  (DPP PKB)   dan   H.  

Imam Nahrawi  se laku  Sekre ta r i s  Jendera l  Dewan Pengurus  Pusat  

Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  (DPP  PKB)  yang   berkedudukan  di  

Ja lan  Raden  Saleh  Nomor  9  Jakar ta  Pusat  (10430) ,   pada  

pokoknya  menyatakan  mempunyai  kepent i ngan  atas  Sura t  

Keputusan  Obyek  Sengketa  Nomor  :  M.HH-16.AH.11 .01  Tahun  2010 

te r t angga l     12  November  

2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  permohonan  in te r vens i  te rsebu t ,  

Maje l i s  Hakim  te l ah  mengambi l  s ikap  dan  menja tuhkan  Putusan  

Sela  Nomor  :  71/G/2011 /    PTUN-JKT pada tangga l  15 Jun i  2011,  

yang  pada  pokoknya  mengabu lkan  permohonan  Para  Pemohon 

In te r vens i  dan  didudukkan  sebaga i  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  

da lam  perkara  

in i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  29 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT
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Menimbang,  bahwa  pada  har i  s idang  yang  te lah  

di t en tukan ,  Pihak  Para  Terguga t  I I  In te r vens i   te l ah  datang  

menghadap  dipe rs i dangan  Kuasa  Hukumnya  sebaga imana  te rsebu t  

d i  

atas  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  Gugatan  dan  Repl i k  dar i  p ihak  

Para  Penggugat  te r sebu t ,  Para  Tergugat  I I  In te r vens i   te l ah  

mengajukan  Ekseps i  dan  Jawabannya  secara  te r t u l i s  te r t angga l  

22  Jun i  2011,  da lam  pers idangan  tangga l  22  Jun i  2011  yang  

pada  pokoknya  menyatakan  hal - ha l  sebaga i  

ber i ku t    : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Bahwa  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  se lu ruh  

pernya taan ,  kete rangan ,  da l i l / p o s i t a  maupun 

permohonan/pe t i t um  Penggugat  yang  dia j ukan  o leh  Para  

Penggugat  mela lu i  Kuasa  Hukumnya,  Para  Advokat /Pengacara  

dan  Konsu l t an  Hukum  dar i  Law  Fi rm  IKHSAN  ABDULLAH  & 

PARTNERS te r t angga l  24  Maret  2011,  Per iha l  :  Gugatan  yang  

te rda f t a r  pada  reg i s t e r  perkara  Tata  Usaha  Negara  

No:71 /PTUN/2011/PTUN,  kecua l i  yang  secara  tegas  d i t e r ima  

dan  atau  diaku i  o leh  Tergugat  I I  In te r vens i  da lam Ekseps i  

dan Jawaban in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  sete lah  membaca  kese lu ruhan  Sura t  Gugatan  secara  

cermat ,  pada  in t i n ya  Para  Penggugat  mempermasa lahkan  

pemberhent i an  Para  Penggugat  sebaga i  Pengurus  DPP  PKB 

seh ingga  sampai  saat  in i  masih  mengaku sebaga i  Pengurus  DPP 

PKB  yang  syah  (v ide  po in  3  pos i t a  gugatan)  ser ta  

30
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mempermasalahkan  keabsahan  Muktamar  Luar  Biasa  PKB Ancol  

Jakar ta  seh ingga  te rb i t  Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum & Hak 

Asas i  Manusia  RI  (Terguga t )  Nomer:  M.HH-16.AH.11 .01  Tahun  

2010 te r t angga l  12 Nopember  2010 Tentang  Pengesahan  Susunan  

Kepengurusan  Dewan Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  

Per iode  2008- 2014  yang  mana dalam sura t  keputusan  Terguga t  

d imaksud,  nama  Para  Penggugat  t i dak  masuk  dalam 

Kepengurusan  DPP PKB Per iode  2008- 2014,  yakn i  perkara  a  

quo  ada lah  perse l i s i h an  in te rna l  da lam  tubuh  par ta i  

po l i t i k ,  yakn i  perse l i s i h an  yang  berkenaan  dengan  

kepengurusan ,  pe langgaran  te rhadap  hak  anggota  Par ta i  

Pol i t i k  dan  pemecatan  tanpa  alasan  yang  je l as ,  ser ta  

kebera tan  te rhadap  Keputusan  Par ta i  Pol i t i k  (v ide  

Penje lasan  Pasal  32 ayat  1 UU No:2 /2011)  ; - - - - - - -

3. Bahwa Para  Penggugat  te l ah  menggunakan  sandaran  atau  dasar  

hukum untuk  mengajukan  gugatan  in i  ada lah  Undang- Undang  RI  

No:2  Tahun  2008   jo .  UU No:2  Tahun  2011  ten tang  Par ta i  

Pol i t i k  (UU Par ta i  Pol i t i k ) ,  se la i n  i t u  juga  atu ran  yang  

ada  pada  Anggaran  Dasar /Anggaran  Rumah  Tangga  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  (AD/ART PKB),  Pera tu ran  Par ta i ,  sura t -

sura t  keputusan  in te r na l  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  dan  

Putusan  Pengadi l an /Mahkamah  Agung  Republ i k  

Indones ia   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa sebe lum menjawab  gugatan  Para  Penggugat ,  Tergugat  I I  

In te r vens i  te r l eb i h  dahu lu  menyampaikan  buny i - buny i  pasa l  

yang  re levan  dengan  gugatan  Para  Penggugat  te r sebu t ,  yakn i  

Halaman  31 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT
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Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2011  ten tang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  ten tang  Par ta i  Pol i t i k  

yang  diundangkan  pada  tangga l  15  Januar i  2011,  pada  Pasa l  

32  UU  No:02  Tahun  2011  yang  menyatakan  dengan  

tegas  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  d ise lesa i kan  oleh  in t e r na l  

Par ta i  Pol i t i k  sebaga imana  d ia tu r  d i  da lam  AD dan  

ART ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Penye lesa ian  perse l i s i h an  in te rna l  Par ta i  Pol i t i k  

sebaga imana  dimaksud  pada ayat  (1 )  d i l akukan  oleh  suatu  

Mahkamah Par ta i  Pol i t i k  atau  sebutan  la i n  yang  d iben tuk  

oleh  Par ta i  

Pol i t i k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

(3 ) Susunan  Mahkamah  Par ta i  Pol i t i k  atau  sebutan  la i n  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (2 )  d isampaikan  o leh  

pimpinan  Par ta i  Pol i t i k  kepada  

kemente r i an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  

33  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Dalam  hal  penye lesa ian  perse l i s i h an  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal  32  t i dak  te rcapa i ,  penye lesa ian  

perse l i s i h an  di l akukan  mela lu i  Pengad i l an  

Neger i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32
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Penje lasan  Pasal  32  ayat  

(1 )  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Yang dimaksud  dengan “perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k ”  mel ipu t i  

anta ra  la i n  :          (1 )  Perse l i s i h an  yang  berkenaan  

dengan  kepengurusan ;  (2 )  Pelanggaran  te rhadap  hak  anggota  

Par ta i  Pol i t i k ;  (3 )  Pemecatan  tanpa  a lasan  yang  je l as ;  

(4 )  Penya lahgunaan  kewenangan;  (5 )  Per tanggung jawaban  

keuangan;  dan/a tau  (6)  Kebera tan  te rhadap  keputusan  Par ta i  

Pol i t i k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  

33 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Perkara  Par ta i  Pol i t i k  berkenaan  dengan  keten tuan  

undang- undang  in i  d ia j ukan  mela lu i  Pengad i l an  

Neger i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

(2 ) Putusan  Pengadi l an  Neger i  adalah  putusan  t i ngka t  

per tama  dan  te rakh i r ,  dan  hanya  dapat  d ia jukan  kasas i  

kepada  Mahkamah Agung ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) Perkara  sebaga imana  dimaksud  pada ayat  (1 )  d ise lesa i kan  

oleh  Pengadi l an  Neger i  pa l i ng  lama 60 (enam puluh)  har i  

se jak  gugatan  perkara  te rda f t a r  d i  Kepan i t e raan  

Pengad i l an  Neger i  dan  oleh  Mahkamah Agung  pal i ng  lama  

30  ( t i ga  puluh)  har i  se jak  memor i  kasas i  te rda f t a r  d i  

Kepni te raan  Mahkamah 

Agung  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  33 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT
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- - - - - - - -

DALAM 

EKSEPSI  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A.  Ekseps i  Kewenangan  Pengadi l an  Karena  Perkara  A  Quo 

Masih  Merupakan  Kewenangan  In te rna l  Parpo l  Dan  Atau  

Kewenangan  Pengad i l an  

Neger i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa  gugatan  Para  Penggugat  pada  in t i n ya  

mempermasalahkan  pelaksanaan  Muktamar  Luar  Biasa  

(MLB)  PKB di  Anco l  Jakar ta  yang  dise lenggarakan  

oleh  Tergugat  I I  In te r vens i  seh ingga  te rb i t  Sura t  

Keputusan  Menter i  Hukum &  Hak  Asas i  Manusia  RI  

(Terguga t )  Nomer:  M.HH-16.AH.11 .01  Tahun  2010  

te r t angga l  12  Nopember  2010  Tentang  Pengesahan  

Susunan  Kepengurusan  Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  2008- 2014  yang  mana 

dalam sura t  keputusan  Terguga t  d imaksud,  nama Para  

Penggugat  t i dak  masuk  dalam  Kepengurusan  DPP PKB 

Per iode  2008- 2014 ; - - - - -

2. Bahwa  Para  Penggugat  pada  dasarnya  kebera tan  

te rhadap  Kepengurusan  DPP PKB  Per iode  2008- 2014  

has i l  Muktamar  Luar  Biasa  PKB di  Ancol  Jakar ta ,  

yakn i  perse l i s i h an  yang  berkenaan  dengan  

kepengurusan ,  pe langgaran  te rhadap  hak  anggota  

34
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Par ta i  Pol i t i k  dan  pemecatan  tanpa  a lasan  yang  

je l as ,  ser ta  kebera tan  te rhadap  Keputusan  Par ta i  

Pol i t i k  yang  mana menuru t  Penje lasan  Pasal  32  ayat  

1 UU No:2 /2011  perkara  a quo   masuk sebaga i  perkara  

perse l i s i h an  in te rna l  da lam  tubuh  par ta i  po l i t i k  

yang  penye lesa iannya  tunduk  pada  UU Par ta i  Pol i t i k  

yakn i  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2011  ten tang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  

ten tang  Par ta i  Pol i t i k  yang  d iundangkan  pada  

tangga l  15  Januar i  

2011  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa sebaga imana  Keten tuan  pada  Pasa l  32  UU No.2  

Tahun  2011  menyatakan  dengan  

tegas  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

(1 ) Perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  d ise lesa i kan  oleh  

in t e rna l  Par ta i  Pol i t i k  sebaga imana  dia tu r  d i  

da lam AD dan ART ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Penye lesa ian  perse l i s i h an  in te rna l  Par ta i  

Pol i t i k  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  

d i l akukan  oleh  suatu  Mahkamah  Par ta i  Pol i t i k  

atau  sebutan  la i n  yang  d iben tuk  oleh  Par ta i  

Pol i t i k  ; - - - - - - - - -

(3 ) Susunan  Mahkamah  Par ta i  Pol i t i k  atau  sebutan  

la i n  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (2 )  

d isampaikan  o leh  pimpinan  Par ta i  Pol i t i k  kepada  

Halaman  35 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT
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kemente r i an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  33  UU  No:2  Tahun  2011  

menyatakan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Perkara  Par ta i  Pol i t i k  berkenaan  dengan  

keten tuan  undang- undang  in i  d ia j ukan  mela lu i  

Pengad i l an  Neger i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Putusan  Pengadi l an  Neger i  adalah  putusan  

t i ngka t  per tama  dan  te rakh i r ,  dan  hanya  dapat  

d ia j ukan  kasas i  kepada  Mahkamah 

Agung  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  karena  gugatan  Para  Penggugat  a  quo  ada lah  

merupakan  perse l i s i h an  in te r na l  da lam  tubuh  Par ta i  

Pol i t i k ,  dan  karena  perkara    a  quo  merupakan  

perkara  yang  menyangkut  permasa lahan  in te rna l  

Par ta i  Pol i t i k ,  maka berdasarkan  Keten tuan  Pasa l  32  

UU No:2  Tahun 2011 perkara  a quo  harus  dise lesa i kan  

di  in te r na l  par ta i ,  yakn i  membawa masalah  a  quo 

kepada  Mahkamah Par ta i  dan  di  PKB disebu t  Maje l i s  

Tahk im  dan  sampai  jawaban  in i  d ia j ukan  Para  

Penggugat  t i dak  pernah  mengajukan  masalah  a  quo 

kepada  Maje l i s  Tahk im  yang  berwenang  mener ima  

pengaduan,  memer iksa ,  menyidangkan  ser ta  mengadi l i  

perse l i s i h an  in te rna l  par ta i ,  maka Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  harus  menyatakan  di r i  t i dak  

berwenang  mengadi l i  gugatan  Para  Penggugat  a  quo 

( l i ha t  juga  SEMA No:04  Tahun  2003  per iha l  perka ra  

36
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perda ta  yang  berka i t an  dengan  Pemi lu  jo .  SEMA No:05  

Tahun  2003  ten tang  gugatan  yang  berka i t an  dengan  

Par ta i  Pol i t i k  jo .  SEMA No:11  Tahun  2008  ten tang  

gugatan  yang  berka i t an  dengan  Par ta i  Pol i t i k  

d isebu tkan ,  bahwa  pada  pr ins i pnya  untuk  perkara -

perkara  yang  seper t i  i t u  merupakan  urusan  in te rna l  

par ta i ,  karenanya  harus  dise lesa i kan  te r l eb i h  

dahu lu  da lam  fo rum  in te r na l  par ta i  sebe lum 

mengajukannya  ke  lambaga/badan  perad i l an ) .  Sela i n  

i t u ,  ka lau  perkara  a quo  te l ah  dise lesa i kan  secara  

in t e rna l  d i  Mahkamah Par ta i  cq.  Maje l i s  Tahk im  PKB 

dan  para  pihak  t i dak  puas  dan  atau  t i dak  bisa  

mener ima  putusan  Mahkamah Par ta i    a quo,  maka para  

pihak  bisa  mengajukan  gugatan  ke  Pengadi l an  Neger i  

bukan  kepada  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  yang  di l akukan  o leh  Para  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

5. Bahwa se la i n  i t u ,  d i  da lam SEMA te rsebu t j uga  secara  

tegas  d ika takan ,  bahwa apabi l a  menghadap i  perkara -

perkara  yang  demik ian  i t u ,  maka  Pengad i l an  

hendaknya  menyatakan  di r i  sebaga i  t i dak  berwenang  

memer iksa  perkara  yang  bersangku tan  (n ie t  

ontvanke l i j k  verk l aa rd ) .  Dengan  demik ian ,  te rhadap  

perkara  in  casu ,  Pengadi l an  dengan  mengacu  pada  UU 

No:2 /2011  ser ta  SEMA  te rsebu t ,  maka  secara  past i  

dapat  d ika takan  bahwa gugatan  Para  Penggugat  harus  
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dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  untuk  se lu ruhnya  

karena  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  t i dak  

berwenang  memer iksa  perkara  a  

quo  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

B.  EKSEPSI  MENGENAI  LEGAL  STANDING  PARA 

PENGGUGAT : - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa  Penggugat  I  Sdr .  Drs .  H.  Zaena l  Ar i f i n  

Djuna id i ,  MBA.,  menyebutkan  peker j aannya  sebaga i  

Ketua  Dewan Syuro  Dewan Pengurus  Pusat  (DPP)  Par ta i  

Kebangk i t an  bangsa  (PKB)  ada lah  t i dak  benar  dan  

mengada- ada,  karena  Ketua  Dewan  Syuro  Dewan 

Pengurus  Pusat  (DPP)  Par ta i  Kebangk i t an  bangsa  

(PKB)  ada lah  jaba tan  dalam  sebuah  organ i sas i  

po l i t i k  da lam  hal  in i  Par ta i  PKB,  yakn i  bukan  

peker j aan ,  lag i  pu la  Penggugat  I  menjaba t  Ketua  

Dewan  Syuro  has i l  Muktamar  PKB d i  Semarang  v ide  

Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum & Hak  Asas i  Manus ia  

RI  (Terguga t )  Nomer  :             M-02.UM.06 .08  

Tahun  2005  te r t angga l  8  Jun i  2005  Tentang  

Pengesahan  Susunan  Kepengurusan  Dewan  Pengurus  

Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  2005- 2010  

dan  SK te rsebu t  te l ah  dicabu t  o leh  Tergugat  dan  

te lah  te rb i t  Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum & Hak 

Asas i  Manusia  RI  (Terguga t )  Nomer  :  M.HH-  

70.AH.11 .01  Tahun  2008  te r t angga l  5  September  2008  

Tentang  Kepengurusan  DPP PKB Per iode  2008- 2013,  dan  

38

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sura t  keputusan     a  quo   juga  t i dak  ber laku  lag i  

karena  te l ah  te rb i t  Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum & 

Hak  Asas i  Manusia  RI  (Terguga t )  Nomer:  M.HH-

16.AH.11 .01  Tahun  2010  te r t angga l  12  Nopember  2010  

Tentang  Pengesahan  Susunan  Kepengurusan  Dewan 

Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  

2008- 2014  sebaga imana  pengakuan  Para  Penggugat  

send i r i  pada 

gugatan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa dengan  dise lenggarakannya  Muktamar  Luar  Biasa  

PKB d i   Anco l  Jakar t a  pada tangga l  2- 4 Mei  2008 dan  

sesua i  Kete tapan  Muktamar  Luar  Biasa  PKB 

No:04 /MLB/PKB/V/2008  te r t angga l  02 Mei  2008,  dengan  

di t e r imanya  laporanper t anggung jawaban  pengurus  lama  

dan  te lah  dinya takan  kete tapan  domis ioner ,  maka 

secara  otomast i s  pengurus  lama  d inya takan  

domis ioner / be rhen t i ,  seh ingga  dengan  demik ian  

sete lah  MLB PKB di  Anco l  te r l a ksana ,  maka Penggugat  

I  t i dak  berhak  lag i  mengaku- ngaku  sebaga i  Ketua  

Dewan  Syuro  Dewan  Pengurus  Pusat  (DPP)  Par ta i  

Kebangk i t an  bangsa  (PKB)  apa lag i  mengajukan  gugatan  

ke  Pengadi l an  pada tangga l       24 Maret  2011 yakn i  

4  (empat )  tahun  sete lah  MLB dan  sete lah  Tergugat  

menerb i t kan  SK  DPP  PKB  yang  per tama  sete lah  

Muktamar  Luar  Biasa  PKB di  Ancol  Jakar t a  dan  dalam 

kepengurusan  DPP PKB yang  baru  dimaksud  sudah  t i dak  

menjaba t  sebaga i  pengurus  DPP PKB,  seh ingga  dengan  
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demik ian  Penggugat  I  t i dak  berhak  untuk  te tap  

mengaku- ngaku  sebaga i  Ketua  Dewan  Syuro  DPP 

PKB ; - - - - - - - - -

3. Bahwa  begi t u  juga  Penggugat  I I  (Sdr .  Dr .  La lu  

Misbah  Hidaya t ,  SE. ,  M.Si )  dan  Penggugat  I I I  (Sdr .  

Hermawi  Tas l im ,  SH)  yang  mengaku- ngaku  peker j aannya  

sebaga i  Ketua  Dewan  Tanf i dz  DPP PKB adalah  juga  

t i dak  benar  dan  mengada- ada,  karena  Ketua  Dewan 

Tanf i dz  DPP  PKB  ada lah  jaba tan  dalam  sebuah  

organ isas i  po l i t i k  da lam  hal  in i  Par ta i  PKB bukan  

peker j aan ,  lag i  pu la  Penggugat  I I  dan Penggugat  I I I  

Ketua  DPP PKB berdasarkan  SK Tergugat  Nomer  :     M-

02.UM.06.08  Tahun  2005  te r t angga l  8  Jun i  2005  dan  

SK  a  quo   sudah  t i dak  ber laku  lag i  sebaga imana  

pengakuan  Para  Penggugat  send i r i  pada  gugatan ,  dan  

MLB PKB di  Anco l  te l ah  d i l aksanakan  pada tangga l  2-

4 Mei  2008 secara  demokra t i s  dan te l ah  menghas i l kan  

Kepengurusan  DPP  PKB  yang  baru ,  sesua i  dengan  

kete tapan  MLB PKB No:04 /MLB/PKB/V/2008  te r t angga l  

02  Mei  2008,  maka  secara  otomat i s  pengurus  lama  

dinya takan  domis ione r / be rhen t i  seh ingga  dengan  

demik ian  sete lah  NLB te r l a ksana  maka Para  Penggugat  

t i dak  berhak  lag i  mengaku- ngaku  sebaga i  Ketua  

Tanf i dz  DPP  PKB  apa lag i  mengajukan  gugatan  ke  

Pengad i l an  pada  tangga l  24  Maret  2011,  yakn i  4 

tahun  sete lah  Muktamar  PKB dan  sete lah  Tergugat  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Kepengurusan  DPP PKB 
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dan  Para  Penggugat  da lam  kepengurusan  yang  baru  

dimaksud  sudah  t i dak  menjaba t  sebaga i  Pengurus  DPP 

PKB,  seh ingga  dengan  demik ian ,  Para  Penggugat  t i dak  

berhak  untuk  te tap  mengaku- ngaku  sebaga i  Ketua  DPP 

PKB apa lag i  DPP PKB yang  berkan to r  d i            J l .  

Kal i ba ta  Timur  I / 12 ,  Jakar ta  Sela tan ,  yakn i  

kepengurusan  dan kanto r  kepengurusan  Para  Penggugat  

dimaksud  ada lah  i l l e ga l  dan  l i a r ,  karena  secara  

hukum DPP PKB (Terguga t  In te r vens i )  t i dak  berkan to r  

d ia l amat  dimaksud  satu  dan  la i n  ha l  sebaga imana  

Sura t  Keputusan  Terguga t  a  quo   Kantor  te tap  DPP 

PKB ada lah  di             J l .  Raden  Saleh  No.9  

Jakar ta  

Pusat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  se la i n  i t u ,  sebaga imana  keten tuan  Pasa l  53 

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  

Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  menyatakan  dengan  tegas  

:  (aya t  1)  Orang  atau  badan  hukum perda ta  yang  

merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  

gugatan  te r t u l i s  kepada  Pengad i l an  yang  berwenang  

yang  ber i s i  tun tu tan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  d isengke takan  i t u  dinya takan  bata l  atau  

t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  dise r t a i  tun tu tan  

gant i  rug i  dan/a tau  d i rehab i l i t a s i  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - -

5. Bahwa da lam penje lasan  resmi  Pasa l  53 Undang- undang  

Nomor  9  Tahun  2004  dimaksud  di tegaskan  :  sesua i  

dengan  keten tuan  Pasa l  1 angka  4,  maka hanya  orang  

atau  badan  hukum perda ta  yang  berkedudukan  sebaga i  

subyek  hukum sa ja  yang  dapat  mengajukan  gugatan  ke  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  untuk  menggugat  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara .  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha Negara  t i dak  dapat  mengajukan  gugatan  ke  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  untuk  menggugat  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara .  Selan ju tnya  hanya  

orang  atau  badan  hukum perda ta  yang  kepent i ngannya  

te rkena  oleh  ak iba t  hukum  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  d ike lua rkan  dan  karenanya  yang  

bersangku tan  merasa  d i rug i kan  dibo lehkan  menggugat  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  ; - - - - -

6. Bahwa karena  Para  Penggugat  a  quo   bukan  Pengurus  

DPP PKB yang  syah,  yakn i  te lah  berhen t i  secara  

otomat i s / domis i one r  karena  te lah  dise lenggarakannya  

Muktamar  Luar  Biasa  PKB  di  Ancol  Jakar t a  pada  

tangga l  2- 4  Mei  2008,  yakn i  bukan  dibe rhen t i k an  

oleh  Tergugat  In te r vens i  dan  sete lah  SK 

Kepengurusan  dar i  Tergugat  yang  mana Para  Penggugat  

sebaga i  Pengurus  DPP PKB yakn i  Keputusan  Nomer  :  M-

02.UM.06.08  Tahun 2005 te r t angga l  8 Jun i  2005 sudah  

t i dak  ber laku  karena  d ise lenggarakannya  MLB PKB di  

Anco l  dan  te l ah  menghas i l kan  Kepengurusan  DPP PKB 
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yang  baru ,  sesua i  dengan  Kete tapan  MLB  PKB 

No:11 /MLB/PKB/V/2008  te r t angga l         4 Mei  2008,  

seh ingga  dengan  demik ian  je l as  Para  Penggugat  bukan  

Pengurus  DPP PKB dan  t i dak  ada  kepent i ngan  ser ta  

ak iba t  hukum bag i  Para  Penggugat  dengan  te rb i t n ya  

Sura t  Keputusan  Terguga t  Nomer:  M.HH-16.AH.11 .01  

Tahun  2010  te r t angga l  12  Nopember  2010  Tentang  

Pengesahan  Susunan  Kepengurusan  Dewan  Pengurus  

Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  2008- 2014  a  

quo  ; - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  se la i n  i t u  sesua i  keten tuan  da lam  Pasa l  38  

Anggaran  Rumah  Tangga  (ART)  PKB yang  menyatakan  

bahwa :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Muktamar  merupakan  fo rum  permusyawara tan  

te r t i n gg i  Par ta i  yang  ber fungs i  sebaga i  

represen tas i  dar i  pemegang  kedau la tan  par ta i  

dan  diadakan  set i ap  5  ( l ima)  tahun  

seka l i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Muktamar  memi l i k i  

wewenang  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

a. Meni la i  laporan  per tanggung jawaban  Dewan 

Pengurus  

Pusat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Menetapkan  dan/a tau  merubah  Anggaran  Dasar  

dan  Anggaran  Rumah 
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Tangga  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

c . Menetapkan  pla t f o rm  PKB untuk  5 ( l ima )  tahun  

ke depan; - - -

d. Menetapkan  Gar is - Gar is  Besar  Program 

Per juangan  Par ta i  untuk  5  ( l ima)  tahun  ke  

depan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

e. Memi l i h  dan  menetapkan  Ketua  Dewan 

Syura  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Memi l i h  dan  menetapkan  Ketua  Umum Dewan 

Tanf i dz  dengan  mendapat  perse tu j uan  dar i  

Dewan Syura  te rp i l i h  ; - -  

g. Memi l i h  beberapa  orang  anggota  fo rmatu r  yang  

bersama  dengan  Ketua  Dewan Syura  dan  Ketua  

Umum Dewan Tanf i dz  te rp i l i h  ber tugas  untuk  

melengkap i  susunan  Dewan  Pengurus  

Par ta i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

h. Membuat  dan  menetapkan  keputusan- keputusan  

la i n  yang  dianggap  

per lu  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Muktamar  dise lenggarakan  oleh  Dewan  Pengurus  

Pusat  ; - - - - - - - - -

4. Pera tu ran  Tata  Ter t i b  Muktamar  di te t apkan  oleh  
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Muktamar  ; - - - - - -

Pasa l   39 

menyatakan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Peser ta  Muktamar  

ada lah  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

a. Anggota  Dewan  Pengurus  Pusat ,  Ketua  

Depar temen,  Ketua  Lembaga,  dan  Ketua  badan  

Otonomi  Tingka t  Pusat ; -

b. Utusan  Dewan Pengurus  Wi layah  yang  te rd i r i  

dar i  Ketua  dan Sekre ta r i s  Dewan Syuro ,  Ketua  

dan  Sekre ta r s i  Dewan  Tanf i dz ,  dan  seorang  

la i nnya  dar i  unsur  perempuan  yang  dip i l i h  

o leh  dan  dar i  Dewan  Pengurus  

Wi layah  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Utusan  Dewan  Pengurus  Cabang  te rd i r i  dar i  

Ketua  dan  Sekre ta r i s  Dewan Syura ,  Ketua  dan  

Sekre ta r i s  Dewan Tanf i dz  dan seorang  la i nnya  

dar i  unsur  perempuan ; - - - - - - - - - -

d. Pengurus  Fraks i  Par ta i  d i  lembaga  Perwak i l an  

Rakyat  d i  t i ngka t  

pusat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Badan  otonom  di  t i ngka t  

pusat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2. Set iap  peser ta  Muktamar  mempunyai  hak  

bica ra  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Set iap  DPC,  DPCP Luar  Neger i  dan DPW memi l i k i  1 

(sa tu )  hak  

suara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Dewan Pengurus  Pusat  secara  ko lek t i f  mempunyai  

hak  1  (sa tu )  

suara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  42  ayat  2  menyatakan  :  Muktamar  Luar  

Biasa  dapat  d iadakan  berdasarkan  permin taan  

dar i  leb ih  dar i  jumlah  Dewan  Pengurus  Cabang 

yang  sah  yang  berasa l  dar i  setengah  jumlah  

Dewan  Pengurus  Wilayah  yang  

syah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  dalam  gugatan  Para  Penggugat  a  quo   pada 

in t i n ya  juga  mempermasa lahkan  keabsahan  pelaksanaan  

Muktamar  PKB  di  Ancol  Jakar t a  dar i  

penye lenggaraannya  maupun  dar i  seg i  ta ta  te r t i b  

pers i dangan ,  sedangkan  perubahan  ta ta  te r t i b  hanya  

bisa  d i l akukan  sebe lum ta ta  te r t i b  dimaksud  dipu tus  

oleh  pimpinan  s idang ,  karena  ta ta  te r t i b  Muktamar  

te lah  dibahas  dan  dise tu j u i  o leh  peser ta  Muktamar  

ser ta  te lah  disahkan  oleh  Muktamar ,  seh ingga  dengan  

demik ian ,  dengan  te l ah  dipu tusnya  rancangan  ta ta  

te r t i b  menjad i  ta ta  te r t i b  Muktamar ,  maka  ta ta  
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te r t i b  d imaksud  te l ah  syah  menjad i  Keputusan  

Muktamar  dan  Para  Penggugat  t i dak  bisa  

mempermasalahkannya  di  lua r  Muktamar  PKB,  apa lag i  

menggugat  ke  

Pengad i l an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  se la i n  i t u ,  sebaga imana  keten tuan  AD/ART 

te ru ra i  d i  atas  bahwa  yang  dapat  mempermasa lahkan  

has i l  ser ta  keabsahan  Muktamar  ada lah  DPC PKB,  DPW 

PKB dan  DPP PKB secara  ko lek t i f  mempunyai  hak  1 

(sa tu )  suara ,  bukan  Para  Penggugat  yang  t i dak  

menjaba t  sebaga i  pengurus  PKB  baik  di  DPP PKB 

maupun  DPW PKB bahkan  DPC PKB sa ja  juga  t i dak  

sebaga i  pengurus ,  seh ingga  sudah  sepantasnya  

apab i l a  gugatan  Para  Penggugat  a  quo   d inya takan  

t i dak  dapat  

d i t e r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

C. GUGATAN  PENGGUGAT  TIDAK  JELAS  /  KABUR  (OBSCUUR 

LIBEL)  ; - - -

1. Bahwa gugatan  Para  Penggugat  t i dak  je l as  dan kabur ,  

ha l  in i  d ika renakan  dasar  hukum dan  dal i l  gugatan  

t i dak  je l as ,  campur  aduk  ser ta  membingungkan  dan  

untuk  i t u  harus  di to l ak .  Para  Penggugat  je l as - je l as  

mempermasalahkan  dan  atau  kebera tan  te rhadap  

kepengurusan  DPP PKB has i l  Muktamar  Luar  Biasa  PKB 

di  Anco l  Jakar ta ,  seh ingga  te rb i t  Sura t  Keputusan  
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Menter i  Hukum dan  Hak  Asas i  Manusia  RI  (Terguga t )  

Nomer  :  M.HH-16.AH.11 .01  Tahun  2010  te r t angga l  12  

Nopember  2010  Tentang  Pengesahan  Susunan  

Kepengurusan  Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  2008-

2014  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa sebe lum te rb i t  Sura t  Keputusan  Tergugat  Nomer  

:  M.HH-16.AH.11 .01  Tahun  2010  te r t angga l  12  

Nopember  2010  Tentang  Pengesahan  Susunan  

Kepengurusan  Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  2008- 2014  (obyek  

sengketa )  juga  te l ah  te rb i t  Sura t  Keputusan  

Tergugat  Nomer:  M.HH-70.AH.11 .01  Tahun  2008  

te r t angga l  5  September  2008  Tentang  Kepengurusan  

DPP PKB Per iode  2008- 2013,  dan  sewaktu  d i t e rb i t k an  

sura t  keputusan  a quo   Para  Penggugat  t i dak  pernah  

mempermasalahkan /menggugat  keabsahannya ,  karena  

Para  Penggugat  dan  Kuasa  Hukumnya  saat  i t u  juga  

mempergunakan  sura t  keputusan  Tergugat  a quo   untuk  

mendaf ta r  menjad i  Calon  Anggota  DPR  RI ,  namun 

sete lah  Para  Penggugat  dan  Kuasa  Hukumnya  gaga l  

mempero leh  suara  yang  s ign i f i k a n  dar i  masyaraka t  

seh ingga  Para  Penggugat  gaga l  menjad i  anggota  DPR,  

Para  Penggugat  rame- rame  menggugat  pembata lan  SK 

Tergugat  a  quo   ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

padaha l  perkara  a  quo   je l as - je l as  merupakan  
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perse l i s i h an  in te rna l  da lam  tubuh  par ta i  po l i t i k  

dank  arena  perkara  d imaksud  te rmasuk  dalam  ranah  

sengketa  yang  penye lesa iannya  tunduk  pada  keten tuan  

par ta i  po l i t i k  (perka ra  yang  spes i f i k  dan te rba tas ,  

te rmasuk  tenggang  waktunya) ,  namun  Para  Penggugat  

memasukan  dalam  perkara  Tata  Usaha  Negara .  Kedua 

sengketa  te rsebu t  ada perbedaan  secara  je l as  karena  

di  da lam  UU Par ta i  Pol i t i k  t i dak  mengatur  ten tang  

penye lesa ian  sengketa  in te rna l  par ta i  po l i t i k  

mela lu i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  yakn i  hanya  

mela lu i  Mahkamah  Par ta i  Pol i t i k  dan  se lan ju t nya  

mela lu i  Pengad i l an  Neger i .  Undang- undang  te rsebu t  

hanya  te rba tas  ( l im i t a t i f )  untuk  penye lesa ian  6 

(enam)  jen i s  sengketa  (Pasa l  32  UU Par ta i  Pol i t i k )  

t i dak  ada  yang  la i n ,  padaha l  Para  Penggugat  

menggunakan  dasar  hukum  UU  No:2  Tahun 

2001 ; - - - - - - - - -

Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  sesua i  dengan  

keten tuan  undang- undang,  Terguga t  I I  In te r vens i  memohon 

kepada  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i  untuk  

member ikan  putusan  sebe lum  pemer iksaan  pokok  perkara  

(bers i f a t  impera t i f  karena  Para  Terguga t  mengajukan  

Ekseps i  Kompetens i  Absolu t )  yang  pada  in t i n ya  ada lah  :  

mener ima  dan mengabu lkan  ekseps i  Terguga t  I I  In te r vens i  

untuk  se lu ruhnya  dan  menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  t i dak  berwenang  mengadi l i  perka ra  
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in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK 

PERKARA : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

 1.  Bahwa sega la  ha l - ha l  atau  apa- apa  yang  te lah  

disampaikan  o leh  Tergugat  I I  In te r vens i  d i  da lam 

ekseps i  te rsebu t  d i  atas ,  secara  mutat i s - mutand is ,  

mohon dianggap  te lah  te ru l ang  /  te rmuat  kembal i  dan  

menjad i  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  di  da lam 

Pokok  Perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Terguga t  I I  In te r vens i  menyangka l  dengan  

tegas  set i ap  dan  se lu ruh  pernya taan ,  k la im ,  da l i l ,  

pos i t a ,  maupun  pet i t um  Para  Penggugat  sebaga imana  

disampaikan  dalam  sura t  gugatan  Para  Penggugat ,  

kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  secara  tegas  diaku i  

kebenarannya  o leh  Tergugat  I I  

In te r vens i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  dal i l  Para  Penggugat ,  da lam  pos i t a  gugatan  

poin  1,  2,  3  dan  4  yang  menyatakan  Para  Penggugat  

ada lah  Pengurus  DPP PKB yakn i  sebaga i  Ketua  Dewan 

Syura  dan  Ketua  Dewan Tanf i dz  DPP PKB ada lah  t i dak  

benar  dan  mengada- ada,  karena  lega l i t a s  Para  

Penggugat  SK Terguga t  No:  M-02.UM.06 .08  Tahun  2005  

te r t angga l  08  Jun i  2005  Tentang  Pengesahan  Susunan  
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Kepengurusan  Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  2005- 2010  te l ah  dicabu t  

o leh  Tergugat  dan  te l ah  te rb i t  SK  Tergugat  No:  

M.HH-70.AH.11 .01  Tahun  2008  te r t angga l  5  September  

2008 dan sura t  keputusan   a quo   juga  t i dak  ber laku  

lag i  karena  te l ah  te rb i t  SK Tergugat  No :  M.HH-

16.AH.11 .01  Tahun  2010  te r t angga l  

12  Nopember  2010  Tentang  Pengesahan  Susunan  

Kepengurusan  Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  Per iode        2008-

2014  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa dengan  dise lenggarakannya  MuktamarLuar  Biasa  

PKB di  Anco l  Jakar ta  pada tangga l  2- 4 Mei  2008,  dan  

sesua i  Kete tapan  Muktamar  PKB No:04 /MLB/PKB/V/2008  

te r t angga l  02  Mei  2008,  dengan  di te r imanya  laporan  

per tanggung jawaban  Pengurus  lama  dan  te lah  

dinya takan  kete tapan  domis ione r ,  maka  secara  

otomast i s  pengurus  lama  d inya takan  

domis ioner / be rhen t i  seh ingga  dengan  demik ian  

sete lah  MLB PKB di  Anco l  te r l a ksana ,  maka  Para  

Penggugat  t i dak  berhak  lag i  mengaku- ngaku  sebaga i  

Ketua  Dewan Syura  DPP PKB dan  ka lau  t i dak  te rp i l i h  

lag i  sebaga i  Pengurus  pada  per iode  ber i ku tnya ,  maka 

Para  Penggugat  harus  legowo,  karena  fak tanya  Para  

Penggugat  sudah  t i dak  dip i l i h  lag i  o leh  Pemi l i h ,  

dan  t i dak  disuka i  o leh  sebag ian  Pengurus  DPP PKB.  

Halaman  51 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT
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Namun  ka lau  Para  Penggugat  saat  in i  mengajukan  

gugatan  ke  Pengadi l an  sete lah          4  (empat )  

tahun  dise lenggarakannya  MLB PKB i t u  ada lah  le l ucon  

pol i t i k  dan  leb ih  lucu  lag i  Para  Penggugat  masih  

te tap  mengaku- ngaku  sebaga i  Pengurus  DPP PKB yang  

berkan to r  d i  J l .  Kal iba ta  Timur  I / 12  Jakar ta  

Sela tan ,  padaha l  a lamat  dimaksud  bukan  Kanto r  DPP 

PKB dan  bukan  pula  Badan  Otonom DPP PKB,  karena  

kanto r  DPP PKB hanya  satu  yakn i  d i  J l .  Raden Saleh  

9  Jakar ta  Pusat ,  seh ingga  dengan  demik ian  

kepengurusan  dan  kanto r  Para  Penggugat  dimaksud  

ada lah  pa lsu /aba l - aba l  atau  i l l e ga l  dan  

l i a r  ; - - - - - -

5. Bahwa beg i tu  juga  dal i l  Para  Penggugat  poin  5,  po in  

6,  poin  7,  8,  9  ser ta  po in  11  yang  pada  in t i n ya  

menyatakan  bahwa Muktamar  Luar  Biasa  PKB di  Ancol  

d ise lenggarakan  oleh  Muhaimin  Iskandar  dkk  padaha l  

yang  bersangku tan  te lah  dibe rhen t i k an  oleh  DPP PKB 

berdasarkan  Sura t  Keputusan  DPP PKB No:3075/DPP-

02/ IV /A . I /  IV /2008  harus  di t o l a k  karena  hal  i t u  

t i dak  benar  dan  mengada- ada  ser ta  merupakan  f i t n ah  

dar i  Para  Penggugat  be laka ,  karena  : - - - - - - - - - - -

a. Muhaimin  Iskandar  ada lah  Ketua  Umum DPP PKB 

has i l  Muktamar ,  yakn i  Mandata r i s  Muktamar  yang  

hanya  bisa  dibe rhen t i k an  mela lu i  Muktamar  yakn i  

t i dak  bisa  dibe rhen t i k an  oleh  oknum  pengurus  

DPP  PKB  dan  Muktamar  PKB  d i  Anco l  Jakar ta  
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dise lenggarakan  atas  permin taan  DPW PKB dan  DPC 

PKB  se- Indones ia ,  bukan  atas  permin taan  

pr ibad i - pr ibad i  

pengurus  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Sete lah  Tergugat  I I  In te r vens i  melakukan  

pengecekan  kepada  bag ian  admin is t r a s i  DPP PKB,  

Sura t  Keputusan  DPP  PKB  No:3075/DPP-

02/ IV /A . I / I V / 2 008  yang  menuru t  Para  Penggugat  

ada lah  sura t  pemberhent i an  Muhaimin  Iskandar  

t i dak  ada  dan  t i dak  pernah  ada  sura t  d imaksud  

seh ingga  sura t  d imaksud  je l as  merupakan  sura t  

pa lsu  dan untuk  i t u  Terguga t  I I  In te r vens i  akan  

menggugat  secara  pidana  kepada  Para  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Perkara  Penye lenggaraan  Muktamar  Luar  Biasa  PKB 

di  Anco l  te l ah  diu j i  secara  fo rmi l  maupun 

mater i i l  dan  te l ah  ada  putusan  pengad i l an  yang  

te lah  berkekua tan  hukum  te tap ,  yakn i  Putusan  

Pengad i l an  Neger i  Jakar t a  Pusat  

No:47 /Pd t .G /2010 /  PN.JKT.PST  te r t angga l  01 

Apr i l  2010   Jo.  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  

No:570- K/PDT.SUS/2010,  untuk  i t u  para  pihak  

waj ib  untuk  patuh  dan tunduk  pada  putusan  a quo 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa beg i tu  pu la  da l i l  Para  Penggugat  pada  po in  10  

harus  di to l ak  karena  mengada- ada  bahkan  ngawur ,  

Halaman  53 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT
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Pasa l  23  ART PKB mengatu r  masalah  kuota  perempuan  

dipengurus  sekurang- kurangnya  30  % seh ingga  t i dak  

ada  hubungannya  dengan  perkara  a quo  dan  Pera tu ran  

Par ta i  No:0534/DPP- 02/ I I I / A . I / I / 2 0 02  berdasarkan  

Keputusan  Musyawarah  Ker ja  Nasiona l  PKB  te l ah  

dicabu t  dan  dinya takan  t i dak  ber laku  

lag i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

7. Bahwa beg i tu  juga  dal i l  Para  Penggugat  pada  po in  13  

sampai  po in  22  juga  harus  di to l a k  karena  t i dak  

berdasar ,  sewaktu  SK  a  quo  d i t e rb i t k an  oleh  

Tergugat ,  t i dak  ada  satupun  gugatan  yang  

mempermasalahkan  te rb i t n ya  SK Terguga t  a quo  karena  

Para  Penggugat  dan  Kuasa  Hukumnya  juga  mengaku i  

adanya  SK dimaksud  yakn i  untuk  mendaf ta r kan  di r i  

sebaga i  Calon  Anggota  DPR RI ,  namun  sete lah  Para  

Penggugat  t i dak  te rp i l i h  menjad i  anggota  DPR RI  

baru lah  ada  gugatan  a  quo  dan  se la i n  i t u  sesua i  

dengan  atu ran  perundangan  bahwa  adanya  permohonan  

PK  t i dak  menghent i kan  eksekus i ,  apa lag i  Para  

Penggugat  se jak  awal  da lam perkara  se jen i s  melawan  

DPP PKB memang ka lah  bahkan  semua gugatan  ke lompok  

Para  Penggugat  melawan  DPP PKB t i dak  ada  satupun  

yang  menang,  karena  memang  t i dak  berdasar ,  yakn i  

hanya  merupakan  tak t i k  untuk  mencip takan  opin i  

bahwa  PKB  se la l u  konf l i k  padaha l  yang  membuat  

konf l i k  se jak  awal  hanya lah  +/ -  5  ( l ima )  orang  
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yakn i  Para  Penggugat  dan  Kuasa  Hukumnya  sa ja ,  dan  

yang  la i n  sekarang  te lah  sadar  dan te lah  kembal i  ke  

ja l an  yang  benar  dan  saat  in i  bergabung  dengan  

Tergugat  I I  

In te r vens i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa dal i l  Para  Penggugat  pada  po in  23  sampai  30 

sura t  gugatan  harus  di to l a k  karena  Muktamar  Luar  

Biasa  PKB  di  Anco l  Jakar ta  te lah  di l aksanakan  

sesua i  atu ran  yang  ber laku  di  PKB  dan  sampai  

Muktamar  PKB berakh i r ,  t i dak  ada  kebera tan  dar i  

peser ta  Muktamar  DPC PKB ( t i ngka t  kabupaten /ko ta ) ,  

DPW  PKB  ( t i ngka t  prop ins i ) ,  seh ingga  dengan  

demik ian  t i dak  ada alasan  bag i  Tergugat  untuk  t i dak  

mengesahkan  has i l  Muktamar  PKB  d imaksud  dan  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Tergugat  Tentang  

Penetapan  Susunan  Kepengurusan  DPP  PKB  Per iode  

2008- 2014 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa se la i n  i t u  SK Menter i  Hukum & HAM No.M.HH-

70.AH.11 .01  Tahun  2008  ten tang  Pengesahan  Susunan  

Kepengurusan  DPP PKB Per iode  2008- 2013  te r t angga l  5 

September  2008  di te rb i t k an  oleh  Menkumham  pada  

waktu  i t u  dengan  per t imbangan  anta ra  la i n  karena  

adanya  Putusan  Kasas i  MA No:506- K/Pdt .Sus /2008   Jo.  

Putusan  PN  Jakar ta  Sela tan  

No:625/Pd t .G /2008 /PN.Jk t .Se l .  Di  per t imbangan  

putusan  pengad i l an  te rsebu t  anta ra  la i n  mengatakan  

bahwa  MLB PKB di  Parung  merupakan  MLB yang  t i dak  

Halaman  55 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT
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sah.  Sedangkan  mengenai  MLB PKB Ancol ,  pengad i l an  

t i dak  per lu  mempert imbangkan  lag i  mengenai  

keabsahannya .  Dengan  adanya  putusan  pengad i l an  

te rsebu t ,  ser ta  t i dak  ada  gugatan  atau  kebera tan  

dar i  para  pihak ,  maka  Tergugat  berpendapat  bahwa 

berka i t an  dengan  kepengurusan  DPP PKB sudah  t i dak  

ada  perse l i s i h an  lag i  dan  dalam  putusan  atas  

perkara - perkara  a  quo  t i dak  ada  satupun  amar  

putusan  yang  menyatakan  kepengurusan  DPP  PKB 

kembal i  kepada  has i l  Muktamar  I I  PKB 

Semarang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa  SK  Menkumham RI  No:M.HH- 70.AH.11 .01  Tahun  

2008  te rsebu t  d ike lua rkan  juga  dengan  per t imbangan  

bahwa  se lama  kurun  waktu  14  har i  se jak  dimohonkan  

oleh  DPP  PKB,  t i dak  ada  kebera tan ,  sengke ta ,  

gugatan  maupun  perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k  

sebaga imana  dimaksud  dalam  UU  Par ta i  Pol i t i k .  

Gugatan  atas  perubahan  susunan  pengurus  DPP PKB,  

menuru t  Pasa l  5  ayat  (1 ) ,  Pasa l  7,  Pasa l  8,  Pasal  

23  dan  Pasa l  24  UU  Par ta i  Pol i t i k  seharusnya  

dia j ukan  sebe lum  Manter i  Hukum & HAM mengesahkan  

susunan  kepengurusan  te rsebu t .  Gugatan  yang  

dia j ukan  sete lahnya  merupakan  gugatan  yang  

keda lua rsa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Berdasarkan  se lu ruh  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka 
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Tergugat  I I  In te r vens i  dengan  in i  mengajukan  permohonan  

kepada  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  usaha  Negara  Jakar t a  

yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i  untuk  berkenan  

menja tuhkan  putusan  yang  amarnya  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  EKSEPSI  (EKSEPSI  KEWENANGAN 

ABSOLUT) : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Mener ima  dan  mengabu lkan  ekseps i  Terguga t  I I  

In te r vens i  untuk  se lu ruhnya ; - - -

2. Menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  t i dak  

berwenang  mengadi l i  perka ra  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menghukum Para  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  dar i  perka ra  in i  yang  besarnya  sesua i  dengan  

keten tuan  yang  ber laku  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  PROSESUAL –  RELATIF  (DILUAR KOMPETENSI)  DAN 

MATERIIL  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Mener ima  dan  mengabu lkan  ekseps i  Terguga t  I I  

In te r vens i  untuk  se lu ruhnya  ; - -

2. Menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  di te r ima  (Ne i t  

ontvanke l i j k  

verk l aa rd )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  57 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
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DALAM  POKOK 

PERKARA : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Menolak  gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menghukum Para  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  dar i  perka ra  in i  yang  besarnya  sesua i  dengan  

keten tuan  yang  ber laku  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya ,  Para  Penggugat  te lah  mengajukan  bukt i  berupa  

fo tocopy  sura t - sura t  yang  te l ah  d ibe r i  metera i  cukup  dan  

te lah  disesua i kan  dengan  as l i nya ,  ser ta  d iber i  tanda  P –  1 

sampai  dengan  P  –  13,   ya i t u  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  P – 1 :  Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak 

Asas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  Nomor  M-

02.UM.06.08  Tahun  2005  te r t angga l  8  Jun i  

2005  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  P – 2 : Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  441 

K/Pdt .Sus /2008  tangga l  17  Ju l i  2008   jo .  

Putusan  Pengadi l an  Neger i  Jakar ta  Sela tan  

No.  504/Pd t .G /2008 /PN.JKT.SEL  tangga l  12 

Jun i  2008  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  P – 3 : Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak Asas i  

Manus ia  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  M.HH-

58

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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67.AH.11 .01  Tahun  2008  ten tang  Pengesahan  

Ketua  Umum dan  Sekre ta r i s  Jendera l  Dewan 

Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  

Sesua i  Keputusan  Menter i  Hukum  dan  Hak 

Asas i  manusia  Nomor  M-02.UM.06 .08  Tahun 

2005,  te r t angga l  24  Ju l i  2008   ( fo t ocopy  

dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  P – 4 : Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak Asas i  

Manus ia  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  M.HH-

70.AH.11 .01  Tahun  2008  ten tang  Pengesahan  

Susunan  Kepengurusan  Dewan  Pengurus  Pusat  

Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  2008  – 

2013,  te r t angga l  5 September  2008  ( fo t ocopy  

dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  P – 5 : Sura t  Gugatan  Nomor  :  

47/Pdt .G /2010 /PN.Jk t .Ps t  tangga l   2 

Februar i  2010  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  P – 6 : Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak Asas i  

Manus ia  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  M.HH-

16.AH.11 .01  Tahun  2010  ten tang  Pengesahan  

Susunan  Kepengurusan  Dewan  Pengurus  Pusat  

Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  2008  – 

2014,  te r t angga l  12  November  2010  ( fo t ocopy  

dar i  

Halaman  59 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
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fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  P – 7 : Sura t  Pember i t ahuan  Putusan  Perkara  Kasas i  

PARPOL  No.  129/P ts .PARPOL/XI /570  

K/Pdt .Sus /2010 ,  te r t angga l  30  November  2010  

dar i  Mahkamah  Agung  RI  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  P – 8 : Sura t  Pember i t ahuan  Is i  Putusan  Mahkamah 

Agung  RI   No.  570  K/Pdt .Sus /2010 .  Jo.  

No.47 /Pd t .G /2010 /PN.Jk t .Ps t  te r t angga l  11 

Maret  2011  dar i  Pengadi l an  Neger i  Jakar ta  

Sela tan   ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  P – 9 : Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  570  

K/Pdt .Sus /2010  tangga l  19  Ju l i  2010  

( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  P – 10 : Akta  Permohonan  Penin jauan  Kembal i  

Nomor  :  08/  SRT.PDT.PK. /2011 /PN.JKT.PST 

jo .  Nomor  :  47/Pdt .G /  2010/PN.JKT.PST 

tangga l  23  Maret  2011  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan 

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i  P – 11 : Kete tapan  Muktamar  I I  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  Nomor  I I I  /  Muktamar  

I I  /  PKB / IV  /  2005  ten tang  Perubahan  Atas  

60

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  

Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa,  tangga l  18  Apr i l  

2005  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bukt i  P – 12 : Pera tu ran  Par ta i  No.0534/DPP-

02/ I I I / A . I / I / 2 0 01  ten tang  Tata  Cara  

Pengis i an  Lowongan  Jabatan  Antar  Waktu  

Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa,  tangga l  28 

Januar i  2003  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

13. Bukt i  P – 13 : Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  

2  Tahun  2008  Tentang  Par ta i  Pol i t i k  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Pihak  Tergugat  t i dak  mengajukan  

bukt i - bukt i nya  dalam  perkara  in i  meskipun  pengad i l an  te l ah  

member i  kesempatan  yang  cukup  untuk  i t u ,  sedangkan  pihak  Para  

Tergugat  I I  In te r vens i  untuk  menguatkan  dal i l - dal i l  

bantahannya ,  te lah  mengajukan  bukt i  berupa  fo tocopy  sura t -

sura t  yang  te lah  dibe r i  metera i  cukup  dan  te l ah  d isesua i kan  

dengan  as l i nya ,  ser ta  dibe r i  tanda  T. I I . I n t v  –  1  sampai  

dengan  T. I I . I n t v  –  4,  ya i t u  sebaga i  ber i ku t   :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  T. I I . I n t v  – 1 :  Sura t  Keputusan  Nomor  :  

6621/DPP- 03/V /A .1 / I /  2011  ten tang  

Halaman  61 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
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Penetapan  Maje l i s  Tahk im  Dewan 

Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  

Bangsa,  tangga l  10  Januar i  2011  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;

2. Bukt i  T. I I . I n t v  – 2 : Sura t  Dewan  Pengurus  Pusat  

Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  Nomor  

6637/DPP- 03/V /A .2 / I / 2 011  Per iha l  

Penyampaian  Sura t  Keputusan  DPP  PKB 

Tentang  Maje l i s  Tahk im  DPP  PKB,  

te r t angga l  18  Januar i  2011  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T. I I . I n t v  – 3 :  Laporan  Lengkap  Muktamar  

Luar  Biasa  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  T. I I . I n t v  – 4 : Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  

Rumah  Tangga  Par ta i  Kebangk i t an  

Bangsa,  Hasi l  Muktamar  Luar  Biasa  PKB 

Di  Anco l ,  tangga l  2  –  4  Mei  2005  

( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pihak  Penggugat   dan  pihak  Tergugat  

I I  In te r vens i  te l ah  mengajukan  Kesimpulannya  masing- masing  

te r t angga l  28  Ju l i  2011,  da lam  pers idangan  tangga l  28  Ju l i  
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2011,  sedangkan  pihak  Tergugat  t i dak  mengajukan  Kesimpulannya  

meskipun  te l ah  d ibe r i  kesempatan  yang  cukup  untuk  i t u .  Untuk  

mempers ingka t  ura ian  putusan ,  maka  is i  se lengkapnya  dar i  

Kesimpulan  te rsebu t  sebaga imana  te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  

Pers idangan  yang  merupakan  bag ian  t i dak  te rp i sahkan  dengan  

putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  memperhat i kan  sega la  sesuatu  

yang  te r j ad i  da lam pers idangan  se lama pemer iksaan  perkara  in i  

ber langsung  sebaga imana  te l ah  te rca ta t  da lam  Ber i t a  Acara  

Pemer iksaan  Pers iapan  dan  Ber i t a  Acara  Pers idangan  d ianggap  

te lah  masuk  dan  merupakan  satu  kesa tuan  dalam putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa akh i rnya  para  pihak  menyatakan  t i dak  

akan  mengajukan  sesuatu  lag i  da lam  perkara  in i  dan  

se lan ju t nya  mohon putusan  ;  - - - - - - -

TENTANG  PERTIMBANGAN  HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  Para  

Penggugat  sebaga imana  te l ah  diu ra i kan  di  

atas  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

pada pokoknya  te l ah  memohon untuk  d inya takan  bata l  atau  t i dak  

sah  Sura t  Keputusan  Tergugat   Nomor  :  M.HH-16.AH.11 ,01  Tahun  

Halaman  63 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT
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2010  te r t angga l  12  Nopember  2010  ten tang  Pengesahan  Susunan  

Kepengurusan  Dewan Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  

Per iode  2008-

2014 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  

te rsebu t ,  Terguga t   te l ah  mengajukan  ekseps i  yang  te rmuat  

da lam Jawabannya  te r t angga l  25 Mei  2011  dan Para  Tergugat  I I  

In te r vens i  te l ah  mengajukan  ekseps i  yang  te rmuat  da lam 

Jawabannya  te r t angga l  22  Jun i  

2011   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  mempela ja r i  se lu ruh  ekseps i  

te rsebu t         d i  atas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  ekseps i  

Tergugat  te r sebu t  dapat  d ipe r t imbangkan  dan  dipu tus  dalam 

putusan  in i ,  o leh  karenanya  sebe lum  memper t imbangkan  pokok  

perkaranya ,  te r l eb i h  dahu lu  akan  diper t imbangkan  mengenai  

ekseps i  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

DALAM 

EKSEPSI  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  jawaban  yang  d ia j ukan  oleh  

Tergugat   dan  Para  Terguga t  I I  In te r vens i   te rdapa t  ekseps i  

yang  pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :

Eksepsi  Penggugat  t idak  mempunyai  Legi t ima  Persona  Standi  in  

Judic io  ;
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Penggugat  da lam gugatannya  menyatakan  d i r i  sebaga i  Ketua  

Dewan  Syuro  Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  

Bangsa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  Keputusan  Menter i  Hukum  dan  Hak  Azas i  

Manus ia  Republ i k  Indones ia  No.  M.HH-16.AH.11 .01  Tahun  

2010,  tangga l  12  Nopember  2011,  nama Penggugat  t i dak  

ada dalam ja j a r an  kepengurusan  Ketua  Dewan Syuro  Dewan 

Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa,  dengan  

demik ian  Penggugat  t i dak  mempunyai  kedudukan  atau  

kua l i t a s  hukum  sebaga i  Penggugat  ( l eg i t ima  persona  

stand i  jud i c i o )  untuk  menggugat   Menter i  Hukum dan  

Ham,  karena  bukan  Ketua  Dewan  Syuro  dewan  Pengurus  

Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa ;

Eksepsi  Kewenangan  Pengadi lan  karena  perkara  a  quo masih  

merupakan  kewenangan  inte rna l  parpol  dan  atau  kewenangan 

Pengadi lan  Neger i  ; - - - - -

Bahwa gugatan  Para  Penggugat  pada  in t i n ya  

mempermasalahkan  pelaksanaan  Musyawarah  Luar  Biasa  

(  MLBI)  PKB di  Ancol  Jakar ta  yang  dise lenggarakan  oleh  

Tergugat  I I  In te r vens i  seh ingga  te rb i t  Sura t  Keputusan  

Menter i  Hukum  &  Hak  Azas i  Manus ia  RI  (Terguga t )  

No.  M.HH-16.AH.11 .01  tahun  2010 te r t angga l  12 Nopember  

2010  ten tang  Pengesahan  Susunan  Kepengurusan  Dewan 

Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa Per iode  2008-

2014  yang  mana dalam  sura t  Keputusan  yang  dimaksud ,  

nama  Para  Penggugat  t i dak  masuk  dalam  kepengurusan  

DPPPKB  Per iode  2008  – 

Halaman  65 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT
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2014 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Para  Penggugat  pada  dasarnya  kebera tan  te rhadap  

kepegurusan  DPP PKB Per iode  2008 – 2014 has i l  Muktamar  

Luar  Biasa  PKB  di  Anco l  yakn i  perse l i s i h an  yang  

berkenaan  dengan  kepengurusan ,  pe langgaran  te rhadap  

hak  anggota  par ta i  dan  pemecatan  tanpa  a lasan  yang  

je l as ,  ser ta  kebera tan  te rhadap  keputusan  Par ta i  

Pol i t i k  yang  merupakan  perse l i s i h an  in te rna l  dalam 

tubuh  par ta i  po l i t i k  yang  seharusnya  gugatan  dia j ukan  

ke  Pengad i l an  Neger i  bukan  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  

Jakar ta  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Gugatan  Penggugat  t idak  Jelas  /  Kabur  (OBSCUUR 

LIBEL)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa gugatan  Para  Penggugat  t i dak  je l as  dan  Kabur ,  ha l  

in i  d ika renakan  dasar  hukum dan/a tau  da l i l  gugatan  t i dak  

je l as ,  campur  aduk  ser ta  membingungkan  dan untuk  i t u  harus  

di t o l a k .  Para  Penggugat  je l as - je l as  mempermasalahkan  

dan/a tau  kebera tan  te rhadap  kepengurusan  DPP PKB has i l  

Muktamar  Luar  Biasa  PKB di  Ancol  Jakar t a  seh ingga  te rb i t  

Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum &  Hak  Azas i  Manus ia  RI  

(Terguga t )  No.  M.HH-16.AH.11 .01  tahun  2010  te r t angga l  12  

Nopember  2010  Tentang  Pengesahan  Susunan  Kepengurusan  

Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  

2008-

2014  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Sura t  Keputusan  a quo  ada lah  merupakan  perse l i s i h an  

in t e rna l  da lam tubuh  par ta i ,  dan o leh  karena  perkara  a quo 

je l as - je l as  merupakan  perse l i s i h an  in te rna l  da lam  tubuh  

par ta i  pol i t i k  seh ingga  perkara  dimaksud  te rmasuk  dalam 

ranah  sengketa  yang  penye lesa iannya  tunduk  pada  keten tuan  

par ta i  pol i t i k ,  namun  Para  Penggugat  memasukan  da lam 

perkara  Tata  Usaha 

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  menyangka l  ekseps i  

Tergugat  da lam  Repl i knya  te r t angga l  08  Jun i  

2011 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  mencermat i  

Ekseps i  yang  dia jukan  oleh  Tergugat  dan  Para  Terguga t  I I  

In te r vens i ,  te r l eb i h  dahulu  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkaqn  ten tang  Ekseps i  Kewenangan  Pengad i l an  

karena  Perkara  a  quo  masih  merupakan  kewenangan  in te rna l  

Parpo l  dan  atau  kewenangan  Pengadi l an  Neger i   (ekseps i  

Tergugat  I I  In te r vens i  )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  ob jek  gugatan  adalah  

Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak Asas i  Manusia  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  M.HH-16.AH.11 .01  Tahun  2010  te r t angga l  12 

November  2010  Tentang  Pengesahan  Susunan  Kepengurusan  Dewan 

Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  2008-

Halaman  67 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT
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2014  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  alasan  penga juan   ekseps i  in i  

menuru t                Para  Tergugat  I I  In te r vens i  ada lah  

karena  dal i l - da l i l  yang  dia jukan  Para  Penggugat  da lam 

gugatannya  didasarkan  pada  pelaksanaan  Musyawarah  Luar  Biasa  

(MLBI )  PKB d i  Anco l  d i  Jakar ta  yang  dise lenggarakan  o leh  

Tergugat  I I  In te r vens i  seh ingga  te rb i t  Sura t  Keputusan  

Menter i  Hukum & Hak Azas i  manusia  RI  (Terguga t )          No.  

M.HH-16.AH.11 .01  tahun  2010  te r t angga l  12  Nopember  2010  

ten tang  Pengesahan  Susunan  Kepengurusan  Dewan Pengurus  Pusat  

Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  2008- 2014  yang  mana dalam 

Sura t  Keputusan  a quo               nama Para  Penggugat  t i dak  

masuk  dalam  kepengurusan  DPP  PKB  Per iode      2008-

2014  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa meskipun  Para  Penggugat  mengemukakan  

dal i l - da l i l  masalah  in t e rna l  po l i t i k ,  akan  te tap i  da l i l  yang  

dikemukakan  Para  Penggugat  untuk  memohon Pembata lan  te rhadap  

Keputusan  in  l i t i s  ada lah  didasarkan  pada  dal i l  d imana  

Tergugat  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  in  l i t i s   te lah  

melanggar  Pera tu ran  Perundang- undangan  No.  2  Tahun  2011  

ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2008  

ten tang  Par ta i  Pol i t i k  dan  juga  te lah  melanggar  Azas  

Kecermatan  dalam  menerb i t kan  Objek  sengketa  a  quo 

berdasarkan  Pasal  53  ayat  2  (a )  dan  

(b )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t  d i  

atas ,  maka menuru t  hemat  Maje l i s  Hakim  ekseps i  mengena i  ha l  

i t u  harus  dinya takan  di to l a k  oleh  karena  i t u  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  se lan ju tn ya  dapat  memper t imbangkan  

ekseps i  yang  

la i n  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim 

mempert imbangkan  ekseps i  ten tang  Penggugat  t i dak  mempunyai  

Leg i t ima  Persona  Stand i  in  Jud ic i o  (ekseps i  Terguga t  dan Para  

Tergugat  I I  

In te r vens i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  adalah  ketua  Dewan 

Syura  Dewan  Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  dan  

Ketua  Dewan Tanf idz  Dewan Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  

Bangsa  tahun  2005  Semarang  yang  sesua i  dengan  kete tapan  

Muktamar  I I  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  (PKB)  di  Semarang  

No.  X/Muktamar / I I / PKB/ IV /  2005  ten tang  Penetapan  Ketua  Dewan 

Syura  dan  Dewan Tanfd i z  masa bakt i  2005- 2010  yang  dikukuhkan  

mela lu i  sura t  Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak  Azas i  Manus ia  

No.  M-02.UM.06 .08  Tahun  2005  te r t angga l  8  Jun i  2005  dan  

kemudian  dikukuhkan  lag i  dengan  Sura t  keputusan  Menter i  Hukum 

dan  Hak  Azas i  Manus ia  No.  M.HH-67.11 .01  Tahun  2008  ten tang  

Pengesahan  Ketua  Umum dan  Sekre ta r i s  Jendera l  Dewan Pengurus  

Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  sesua i  dengan  Keputusan  

Menter i  Hukum dan Hak Azas i  Manusia  No.  M – 02.UM.06.08  Tahun  

2005 te r t angga l  24 Ju l i  2008 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Tergugat  menerb i t kan  

Sura t  Keputusan  No.  M.HH-16.AH.11 .01  Tahun 2010 te r t angga l  12  

Nopember  2010  ten tang  Pengesahan  Susunan  Kepengurusan  Dewan 

Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  bangsa  Per iode  2008- 2014  

(ob jek  sengke ta  a quo)  d imana  nama Para  Penggugat   t i dak  ada  

dican tumkan  sebaga i  Dewan Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  

Bangsa  (DPP 

PKB)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  secara  hukum bahwa Para  Penggugat  

memi l i k i  leg i t ima  persona  stand i  in  Jud ic i o ,  maka  ekseps i  

mengenai  ha l  in i  harus lah  di to l ak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  ekseps i  ten tang  Gugatan  Penggugat   Tidak  

Je las  /  Kabur  (  OBSCUUR LIBEL )  ; - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  mempela ja r i  

gugatan        Para  Penggugat  dengan  seksama te rnya ta  gugatan  

Para  Penggugat  te lah  memenuhi  syara t - syara t  fo rma l  gugatan  

ya i t u  berupa  iden t i t a s  para  p ihak  ser ta  kuasanya,  ser ta  

pos i t a  dan  pet i t um  te l ah  sesua i  dengan  persyara tan  

sebaga imana  disebu tkan  dalam  Pasa l  56  ayat  (1 )  dan  (2 )  

Undang- Undang  No.  5 Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  No.  9 Tahun  

2004  dan  oleh  karenanya  menuru t  pendapat  Maje l i s  Hakim 

ekseps i  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  mengenai  gugatan  Para  

Penggugat  Kabur  (obccuur  L ibe l )   harus lah  dinya takan  

di t o l a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  ten tang  Pokok  

Perkara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK  PERKARA 

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan   Gugatan  Para  

Penggugat  adalah  sebaga imana  dimaksud  di  da lam  sura t  

gugatannya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa sura t  gugatan  Para  Penggugat  tangga l  

24  Maret  2011  yang  dida f t a r kan  di  Kepani te raan  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  pada  tangga l  24  Maret  2011  dan  

te lah  dipe rba i k i  pada  tangga l  11  Mei  2011  dengan  reg i s t e r  

Perkara  No.  71/G/2011 /PTUN- JKT,  pada  pokoknya  mohon  kepada  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  untuk  menyatakan  bata l  

atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha Negara  berupa  Sura t  

Keputusan  Menter i  Hukum    dan  Hak  Asas i  Manusia  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  M.HH-16.AH.11 .01  Tahun  2010  te r t angga l  12 

November  2010  Tentang  Pengesahan  Susunan  Kepengurusan  Dewan 

Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  2008-

2014  ; - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  dal i l - da l i l  gugatan  Para  

Penggugat  te rsebu t  d ia tas .  Tergugat  te lah  mengajukan  

Jawabannya  te r t angga l  25  Mei  2011  dan  Para  Tergugat  I I  

In te r vens i  te r t angga l  22 Jun i  2011,  yang  pada pokoknya  adalah  
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menyatakan  bahwa  penerb i t an  ob jek  sengketa  a  quo  ada lah  

di l akukan  secara  prosedura l  dan  sesua i  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  ; - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatnnya  Para  Penggugat  te l ah  mengajukan  a la t  bukt i  sura t  

yang  diber i  tanda  P- 1 sampai  dengan  P- 13 dan t i dak  mengajukan  

saks i  sedangkan  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  mengajukan  ala t  

bukt i  sura t  yang  diber i  tanda  T. I I . I n t  –  1  sampai  dengan  

T. I I .  In t  –  4  dan  t i dak  ada  mengajukan  saks i ,   sedangkan  

Tergugat  t i dak  ada  mengajukan  ala t  bukt i  sura t   walaupun  

te lah  dibe r i  tahu  dan dipangg i l  secara  patu t  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  te rnya ta  Tergugat  dan  

Para  Tergugat  I I  In te r vens i  membantah  dal i l - da l i l  gugatan  

Para  Penggugat ,  maka Maje l i s  Hakim  akan  menguj i  da l i l - da l i l  

gugatan  Para  Penggugat  ser ta  upaya  bukt i  yang  d ia j ukan  Para  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  rangka  mencar i  kebenaran  

mater i l ,  maka sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  107 Undang- Undang  

No.  5  tahun  1986   Jo.   Undang- Undang  No.  9 tahun  2004  dalam 

bag ian  pen je lasan  menyebutkan  bahwa  Hakim  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  dapat  menentukan  send i r i  apa  yang  harus  

dibuk t i k an  dan  s iapa  yang  harus  dibeban i  pembukt i an ,  ha l  apa  

sa ja  yang  harus  dibuk t i k an  oleh  Hakim  send i r i ,  a la t  bukt i  

mana sa ja  yang  diu tamakan  untuk  dipe rgunakan  dalam pembukt i an  

dan kekuatan  pembukt i an  yang  te l ah  dia j ukan  ; - - - -

Menimbang,  bahwa  ins t r ument  hukum  yang  dapat  
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digunakan  Hakim  pada  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  untuk  

menguj i  suatu  produk  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ada lah  

didasarkan  keten tuan  pada  Pasal  53  ayat  (2 )  a  dan  b  Undang-

Undang  No.  5  Tahun  1986   Jo  Undang- Undang  No 9  Tahun  2004  

berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  dapat  d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah  

apab i l a  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  perundangan- undangan  yang  

ber laku  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  ber ten tangan  

dengan  Asas- Asas  Umum  Pemer in tahan  yang  

Baik  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang,  bahwa te r l eb i h  dahu lu  akan  d iper t imbangkan  

apakah  keputusan  objek  sengke ta  pada  bukt i  P- 1  te lah  

di t e rb i t k an  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku  di t i n j a u  dar i  seg i  kewenangan,  prosedur  dan  

substans i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  suatu  Keputusan  dapat  d ika takan  

sebaga i  produk  yang  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  apab i l a  :  

Keputusan  te rsebu t  d i te rb i t k an  oleh  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  

yang  t i dak  berwenang,  

atau  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  te rsebu t  ber ten tangan  dengan  keten tuan - keten tuan  

yang  bers i f a t  prosedura l  dan 

substans i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  Undang- Undang 

No.  2  Tahun  2008  pada  Pasa l  

4  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (  3 )  : Pengesahan  Par ta i  Pol i t i k  menjad i  Badan 

Hukum di l akukan  dengan  Keputusan  Menter i  pa l i ng  

lama  15  ( l ima  belas )  har i  se jak  berakh i r nya  

proses  penel i t i a n  dan/a tau  

ver i f i k a s i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (  4 )  : Keputusan  Menter i  mengenai  pengesahan  

Par ta i  Pol i t i k  sebaga imana  d imaksud  pada  ayat  

(  3  )  d iumumkan  dalam  Ber i t a  Acara  Negara  

Republ i k  

Indones ia  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  berdasarkan  keten tuan  

Pasa l  5   Ayat  (1 )  Perubahan  AD dan  ART harus  dida f t a r kan  ke  

Depar temen  pal i ng  lama  14  (empat  be las )  har i  te rh i t u ng  se jak  

te r j ad i nya  perubahan  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Pasa l  7  :  Menter i  mengesahkan  perubahan  sebaga imana  dimaksud  

dalam  Pasa l  5  pa l i ng  lama  14  (empat  be las )  har i  te rh i t u ng  

se jak  d i t e r imanya  dokumen  persya ra tan  

lengkap  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (2 )   Pengesahan  Perubahan  sebaga imana  dimaksud  pada ayat  

(1 )  d i t e t apkan  dengan  Keputusan  

Menter i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  bi l a  mencermat i  dan  mempela ja r i  

ob jek  sengke ta     a quo  ya i t u  Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum 

dan  Hak  Asas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  M.HH-

16.AH.11 .01  Tahun  2010  te r t angga l  12  November  2010  Tentang  

Pengesahan  Susunan  Kepengurusan  Dewan Pengurus  Pusat  Par ta i  

Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  2008- 2014   yang  di te r b i t k an  oleh  

Menter i  Hukum dan  Hak  Azas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  ( i c .  

Tergugat ) ,  Maje l i s  Hakim  menemukan  fak ta  hukum bahwa  benar  

Tergugat  mempunyai  Kewenangan  untuk  menerb i t kan  objek  

sengketa   a quo  sesua i  dengan  keten tuan   pera tu ran  perundang-

undangan   ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  akan  dipe r t imbangkan  

mengenai  prosedur  dan  subs tans i  te rhadap  Keputusan  Tergugat  

da lam  melakukan  proses  penerb i t an  Keputusan  objek  sengketa ,  

yakn i  apakah  te rdapa t  keten tuan  yang  bers i f a t  prosedura l  dan  

substans i  yang  di l anggar  Tergugat  ket i ka  mempers iapkan  /  

menerb i t kannya  seh ingga  keputusan  objek  sengketa  a  quo 

te rsebu t  menjad i  cacat  

hukum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  ob jek  gugatan  adalah  

sura t  Keputusan  Terguga t  No.  M.HH-16.AH.11 .01  Tahun  2010  

te r t angga l  12  November  2010  Tentang  Pengesahan  Susunan  

Kepengurusan  Dewan Pengurus  Pusat  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  

Per iode  2008- 2014   (Buk t i  P  – 

6)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam  perkara  a  quo ,  Maje l i s  Hakim 

mengura i kan  fak ta - fak ta  hukum yang  te rdapa t  d i  pers i dangan  

yang  melandas i  Tergugat  da lam  proses  penerb i t an  Sura t  

Keputusan  obyek  sengketa  a  quo  berdasarkan  bukt i - bukt i  yang  

dia j ukan  para  

pihak   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Muktamar  Luar  Biasa  PKB di  Anco l  

Jakar ta  te l ah  di l aksanakan  pada  tangga l  2- 4  Mei  2008  dan  

sesua i  Kete tapan  Muktamar  PKB    No.  04/MLB/PKB/V/2008  

te r t angga l  02  Mei  2008   (v ide  bukt i  T. I I . I n t v  -  

3)  ; - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  diadakannya  Muktamar  Luar  

Biasa  PKB  Ancol  in i  adalah  untuk  member ikan  laporan  

per tanggung jawaban  pengurus  lama  seka l i gus  diadakannya  

kete tapan  domis ione r  dimana  pengurus  lama  d inya takan  

domis ioner / be rhen t i  (v i de  bukt i  T. I I . I n t v  -  

3)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  keabsahan  MLB Anco l  yang  

dise lenggarakan   Drs .  H.A.  Muhaimin  Iskandar  ,M.S i . ,  dkk  

te lah  dia j ukan  gugatan  di  Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Pusat  dan  

saat  in i  sedang  dalam  proses  Penin jauan  Kembal i  yang  te l ah  
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te reg i s t r a s i  Perkara  PK No.  08/SRP.Pdt .PK/2011 /PN.JKT.PST Jo.  

No.47 /Pd t .G /2010 /PN.Jk t .Ps t  (v i de  Bukt i  P – 10)   atas  Putusan  

Kasas i  Mahkamah  Agung  No.  570  K/PDT.SUS/2010   Jo.  

47/Pdt .G /2010 /PN.Jk t .Ps t  yang  amar  putusannya  menolak  gugatan  

Para  Penggugat  se lu ruhnya  (v i de  Bukt i  P – 9) ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukt i  P  –  9   adanya  

Putusan  No.  570  K /PDT.  SUS/2010,  Maje l i s  Hakim   menemukan  

fak ta  Hukum di  pers idangan  bahwa perkara  yang  d ia jukan  oleh  

Para  Penggugat  di  Pengad i l an  Neger i  (perda ta )   te l ah  

berkekua tan  hukum 

te tap  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukt i  P – 10 adanya  Akta  

Permohonan  Penin jauan  Kembal i  No.  

08/SRT.PDT.PK/2011/PN.JKT.PST  Jo.  No.  47/Pdt .G /  

2010/PN.JKT.PST  te r t angga l  23  Maret  

2011  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  Undang- Undang 

Nomor  14  Tahun  1986   Jo  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2009  

ten tang  Mahkamah  Agung  Pasa l  66  ayat  (2 )  menyebutkan  

“Permohonan  Penin jauan  Kembal i  t i dak  menangguhkan  atau  

menghent i kan  pelaksanaan  Putusan  

Pengad i l an ”   ; - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Putusan  No.  570  

K/PDT.SUS/2010   te r t angga l  19  Ju l i  2010  yang  te l ah  

berkekua tan  hukum  te tap  dan  d ihubungkan  dengan  keten tuan  

Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1985   Jo.  Undang- Undang  Nomor  5  

Tahun  2009  ten tang  Mahkamah Agung  Pasa l  66  ayat  (2 )  te rsebu t  

d i  atas ,  la l u  kemudian  Tergugat  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

No.  M.HH-16.AH.11 .01  Tahun  2010  te r t angga l  12  Nopember  2010  
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Tentang  Pengesahan  Susunan  Kepengurusan  Dewan Pengurus  Pusat  

Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  Per iode  2008- 2014      (ob jek  

sengketa  in  

l i t i s )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian   per t imbangan-

per t imbangan  te rsebu t  d i  atas ,   maka  Maje l i s  Hakim 

berkes impu lan  bahwa  Tergugat  da lam  menerb i t k an  Sura t  

Keputusan  No.  M.HH-16.AH.11 .01  Tahun  2010  te r t angga l  12  

Nopember  2010  (ob jek  sengketa  a  quo)  ada lah  t i dak  

ber ten tangan  dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku  dan  Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik ,  

karena  t i dak  te rdapa t  adanya  mengandung  cacat  Yur id i s  ba ik  

dar i  seg i  kewenangan  fo rma l  prosedur  maupun  subs tans i  

mater i i l n y a  ; - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Sura t  Keputusan  yang  

menjad i  ob jek  sengketa  a  quo  yang  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  

t i dak  ada mengandung  caca t   yur i d i s  da lam penerb i t annya ,  maka 

te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  yang  menuntu t  agar  ob jek  

sengketa  a quo  d inya ta l kan  bata l  atau  t i dak  bera lasan  menuru t  

hukum  seh ingga  patu t  untuk  d inya takan   d i t o l a k  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  oleh  karena  gugatan  Para  

Penggugat  d inya takan  di to l ak  se lu ruhnya ,   maka  berdasarkan  

Pasa l  110  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986   Jo.  Undang- Undang  

No.  9 Tahun  2004  ,  kepada  Para  Penggugat  harus  dihukum untuk  

membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  akan  di ten tukan  dalam 

amar  putusan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa sega la  bukt i  yang  secara  t i dak  tegas  

dipe r t imbangkan ,  d ipandang  t i dak  re levan  dengan  per t imbangan  

putusan  in i  dan  dikesampingkan ,  namun  guna  keper l uan  

kemungk inan  perkara  in i  akan  diper i k sa  di  t i ngka t  Banding  dan  

Kasas i ,  maka bukt i - bukt i  sura t  te rsebu t  te tap  te r l amp i r  da lam 

berkas  

perkara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memperhat i kan ,  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  yang  

te lah  di rev i s i  dengan  Undang  No.  9  Tahun  2004   Jo.  Undang-

Undang No.  51 Tahun 2009 ser ta  pera tu ran -  pera tu ran  la i n  yang  

berka i t an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

M E N G A D I  L I   :

DALAM 

EKSEPSI   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menolak  Ekseps i  Terguga t   dan  Para  Tergugat  I I  

In te r vens i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK 

PERKARA ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menolak  gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum Para  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam  perkara  in i  sebesar  Rp.  468.000 , -  (empat  

ra tus  enam  pu luh  delapan  r ibu  

Halaman  79 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tt dt t dTt dTt d

rup iah )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian lah  dipu tus  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  har i  

Selasa  ,  tangga l  16 Agusus  2011 o leh  Kami  :  Dra.  Mars in ta  Ul i  

Sarag ih ,  SH.MH.,  sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  Kas im,  SH dan  

Husban,  SH.MH.,  masing- masing  sebaga i  Hakim Anggota .   Putusan  

te rsebu t  te l ah  d iucapkan  da lam pers idangan  yang  te rbuka  untuk  

umum pada  har i  Kamis ,  tangga l  18  Agustus   2011  oleh  Maje l i s  

Hakim  te rsebu t  dengan  diban tu  oleh  Kiswono,  SH. ,  sebaga i  

Pani te ra  Penggant i  dengan  dihad i r i  o leh  Kuasa  Para  Penggugat  

dan  Kuasa  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  ser ta  tanpa  dihad i r i  

o leh   Tergugat   maupun  Kuasanya .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -        

  

HAKIM KETUA  MAJELIS,

HAKIM  ANGGOTA  I

                                                            

  

Dra.  MARSINTA ULI  SARAGIH,  SH.  MH 

KASIM,  SH

HAKIM  ANGGOTA  I I                                     

  

PANITERA PENGGANTI,

HUSBAN, SH.  MH
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

  

ttd
  KISWONO, SH.

Rinc ian  b iaya  perkara  :

1. Pendaf ta ran……………… Rp. 30.000 , -

2. ATK ………………………. Rp. 50.000 , -

3. Panggi l an  ……………….Rp.  360.000 , -

4. Metera i  Putusan  Sela…… Rp.  

6.000 , -

5. Redaks i  Putusan  Sela  …. Rp.  

5.000 , -

6. Leges  Putusan  Sela  ……. Rp.  

3.000 , -

7. Metera i  Putusan  Akhi r  . .… Rp.  

6.000 , -

8. Redaks i  Putusan  Akhi r  …. Rp.  

5.000 , -

9. Leges  Putusan  Akhi r  ……. Rp.  

3.000 , -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Rp.  468.000 , -   

                                              (empat  ra tus  

enam puluh  delapan  r ibu  rup iah ) .

Halaman  81 dar i  81 halaman.  Putusan  Nomor :  71/G/2011 /PTUN- JKT
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81


